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       
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا      هبحصو 
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Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum 
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Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
 xii 
 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 








Nama Huruf  dan tanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ Ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 xiv 
 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 





ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 xvi 
 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 





Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) faktor penyebab 
terjadinya silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar (2) dampak yang ditimbulkan terhadap 
pelaku silariang(kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng 
Selatan, Kabupaten Takalar (3) perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum 
Islam terhadap legalitas wali nikah silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis normative dan sosiologis,penelitian ini 
tergolong jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan 
dengan mengutip, mengolah data, menyadur dan menganalisis literatur yang relevan 
dan memmpunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 
menyimpulkannya. 
Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan (1) Faktor penyebab 
terjadinya silariang (kawin kawin) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah tidak adanya restu dari orang 
tua, Karena adanya fitnah dari orang, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor usia 
(2) Dampak yang ditimbulkan kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan 
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah sering 
pertengkaran dalam rumah tangga, adanya kebencian antara keluarga laki-laki 
dengan keluarga perempuan, pemutusan hubungan darah terhadap anak yang 
melakukan silariang (kawin lari), orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati, 
tidak mendapatkan izin (rella) untuk menikah dari orang tua, orang silariang (kawin 
lari) biasa tidak pulang ma’baji (pulang baik) kekeluarga, (3) Pandangan Hukum 
Islam tentang legalitas wali nikah silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah apa bila pelaku 
silariang (kawin lari) mendapat izin dari orang tua untuk menggunakan wali hakim 
maka pernikahannya itu tetap sah. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang 
tua untuk menikah maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina seumur 
hidupnya. Sedangakan menurut  Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali 
nikah dalam kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng selatan, Kabupaten Takalar adalah hampir sama dengan hukum 





penunjukan wali hakim harus mengikuti peraturan yang ada diKompilasi Hukum 
Islam dan prosedur penunjukan wali hakim melalui Pengadilan. 
Implikasi dari penelitian  ini pentingnya izin (rella) dari wali nasab 
perempuan untuk pemakaian wali nikah  bagi pelaku silariang (kawin lari) agar wali 
yang dipakai jelas tidak asal copot wali. Penelitian ini juga merekomendasikan 
kepada  pemerintah baik itu imam dusun, imam lingkungan atau penghulu lainnya 
bahwa dalam menikahkan pelaku silariang (kawin lari) harus sesuai dengan aturan 
yang berlaku karena peraturan perkawinan tidak terlepas dari Hukum Islam dan  








A. Latar Belakang Masalah 
Zaman globalisasi sekarang semakin marak terjadi  kebebasan para generasi 
muda dalam bergaul antar pasangan yang cenderung bebas dalam hubungan asmara 
atau percintaan. Jika ditinjau dari segi pergaulannya sudah banyak yang menyimpang. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut sudah berada diluar dari ajaran Agama 
kita, sedangkan Allah. swt telah menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur’an sebagai 
pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Termasuk berpasangan yang diikat 
dengan perkawinan. 
Perkawinan dalam istilah agama Islam adalah nikah, yaitu melakukan suatu 
akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki- laki dan wanita untuk 
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, 
keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 
diridhai oleh Allah. swt.1 Pernikahan diwajibkan bagi orang yang mampu secara lahir 
dan batin karena dengan perkawinan, hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan 
nafsu.  Allah berfirman dalam QS. Ar- Rum/30: 21 
 
 
                                                 
1
Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat   (Cet. I; 




                           
             
Terjemahnya:  
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir”.2 
 Suatu pernikahan akan menjadikan keluarga yang tumbuh dengan rasa kasih 
sayang apabila pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.  
Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama 
dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa 
rahmah, bahagia dan sejahtera. Manusia diciptakan oleh Allah. swt. dilengkapi naluri 
manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk 
mengabadikan diri kepada pencipta-Nya dalam segala aktivitasnya. Pemenuhan naluri 
manusia yang antara lain pemenuhan biologis, Allah. swt. mengatur hidup manusia 
dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. 3Perkawinan yang amat 
tercela adalah perkawian Silariang (kawin lari).  Silariang (kawin lari) adalah bentuk 
perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi 
berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua bela pihak yang bersangkutan. 
Kawin lari biasanya terjadi tampa peminangan atau pertunangan secara formal. 
Adapun maksud dari perkawinan ini ialah menghindarkan bermacam-macam 
keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, disamping itu juga tidak adanya 
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restu antara kedua orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal 
keduanya saling mencintai. Adapun jenis perkawinan yang tercela ini adalah 
silariang (Makassar) (sama-sama lari), nilariang (anak gadis dilarikan), erang kale 
(perempuan yang membawa diri). Perkawinan seperti ini biasa terjadi kerena 
Pertemuan pasangan ini yang sudah merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk 
menikah, namun ada suatu hal yang menghalangi mereka. Misalnya, tidak adanya 
restu dari salah satu pihak keluarga atas niat mereka untuk menikah, atau ditunda 
dengan jangka waktu tertentu namun  mereka berdua tidak mau dan ingin segera 
untuk menikah. Rintangan apapun akan dihadapi demi tercapainya suatu keinginan. 
Disinilah muncul kenekatan pasangan tersebut, sehingga mereka berani silariang 
(kawin lari). Dalam proses perkawinan ini kedua bela pihak lari dari kediamannya 
untuk berdomosili di tempat lain yang jauh dari kediaman orang tua kedua belah 
pihak sehingga susah untuk mendapatkan perwalian dari wali nasabnya, kemudian 
melangsungkan perkawinannnya di tempat domisili yang baru tersebut. Kasus 
perkawinan seperti ini susah untuk ditentukan siapa yang menjadi wali pernikahan 
ditempat dimana mereka berdomisi, tanpa wali nikah atau ada wali (tidak jelas) dan 
tidak ada izin dari wali sebenarnya yaitu orang tua kedua pihak. Padahal diantara 
syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus ada izin dari wali calon pengantin wanita 
dan tanpa adanya wali ini maka pernikahan tersebut tidak akan sah untuk 
dilaksanakan. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya persetujuan dari wali. Wali 
adalah pihak yang mewakilkan  pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu 
yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).  
Adapun yang dapat menjadi wali nikah menurut jalaluddin Al-Mahalli  dalam 




saudara laki- laki seibu-sebapak, saudara laki- laki sebapak, anak saudara seibu-
sebapak, anak saudara sebapak, paman seibu-sebapak, paman sebapak, anak paman 
seibu sebapak, anak paman sebapak, Maulaa mu’tiq orang laki- laki yang 
memerdekakan sang istri dari ahli waris (ajabah-nya), hakim atau wakilnya, 
Muhkam, yaitu seorang laki- laki saleh yang diangkat calon istri menjadi wali, apabila 
tidak ada wali lain.4 Yang mempersyaratkan adanya wali dalam pernikahan, hadis 
dari Abu Musa al-Asy’ari yang berbunyi: 
 اًعْو ُفْرَم ِنْيَصُحْلا ِنْبا َناَرْمِع ْنَع ِنَسَحْلا ِنَع ُدَمْحَأ ُماَمِلإْا ىَوَرَو( ِنْيَدِهاَشَو ٍّيِلَوِب َّلاِإ َحاَكَِنلا 
Artinya: 
“Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-
Hushoin: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi”.5 
Jadi, pada dasarnya wali dalam pernikahan itu merupakan salah satu syarat 
sahnya suatu pernikahan. Sedangkan sudah marak terjadi  orang yang melakukan 
silariang (kawin lari) kedua mempelai hanya asal memakai wali yang tidak jelas dan 
tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Hal ini terjadi karena Pertemuan pasangan ini 
yang sudah merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk menikah, namun ada suatu 
hal yang menghalangi mereka. Misalnya, tidak adanya restu dari salah satu pihak 
keluarga atas niat mereka untuk menikah, atau ditunda dengan jangka waktu tertentu 
namun  mereka berdua tidak mau dan ingin segera untuk menikah. Rintangan apapun 
akan dihadapi demi tercapainya suatu keinginan. Disinilah muncul kenekatan 
pasangan tersebut, sehingga mereka berani silariang (kawin lari). 
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Karena, semakin banyaknya kasus kawin lari dikalangan masyarakat dan 
melangsungkan pernikahan tanpa adanya restu atau izin dari orang tua pihak 
perempuan. Maka dari itu dengan ini peneliti perlu meneliti tentang “Legalitas Wali 
Nikah Silariang (kamin lari) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum 
Islam di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar”. 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumya, maka yang menjadi pokok 
permasalahan yaitu: Bagaimana Legalitas Wali Nikah Silariang (kawin lari) dalam 
Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar?  
Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar? 
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan kasus silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam terhadap 
legalitas wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan 





C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada Legalitas Wali Nikah 
Silariang (kawin lari) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
Adapun  yang dimaksud dengan wali nikah adalah pihak yang mewakilkan pengantin 
perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin 
pria) yang dapat mewalikan adalah wali nasabnya sendiri dari pihak perempuan.  
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, dapat dideskripsikan 
substansi permasalahan dengan  pendekatan pada penelitian ini,  banyak masyarakat 
yang tidak mengetahui keabsahan perwalian perkawinan silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.  
 Wali nikah sangat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Kasus  
silariang (kawin lari) sangat susah untuk mendapatkan wali yang sesuai dengan 
ketentuan, walaupun kedua mempelai mendapatkan wali akan tetapi kedua mempelai 
susah untuk mendapat izin dari wali nasabnya. Perempuan yang menikahkan dirinya 
tanpa wali, maka pernikahannya diserahkan kepada keputusan wali. Jika walinya 
menyetujui dan merestui, maka pernikahannya sah, namun jika walinya tidak 







D. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional Variabel 
 Sebelum penulis menguraikan dan membahas masalah ini, terlebih dahulu 
akan dikemukakan dan dijelaskan pengertian judul ini untuk menghindari terjadinya 
kekeliruan terhadap variabel-variabel atau kata-kata yang terkandung dalam skripsi 
ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Legalitas Wali Nikah Silariang (kawin lari) 
dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan 
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.”  
Adapun penjelasan beberapa istilah sebagai berikut: 
a. Legalitas adalah nominal (kata benda) perihal (keadaan) sah atau keabsahan. 6 
b. Wali nikah adalah pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu 
menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria). 7 
c. Silariang (kawin lari) adalah bila calon suami istri melakukan lari bersama dengan 
tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari 
bersama atau sama-sama melarikan diri.8 
d.  Perspektif adalah gambaran atau pandangan terhadap sesuatu. 9 
e.  Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 
diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum-hukum fikih, fatwa, 
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keputusan Pengadilan, dan Undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan 
bagi umat Islam di Indonesia.10 
 f. Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan aturan atau hukum-hukum perdata Islam 
yang berisi tiga kitab hukum yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan dengan 
landasan yuridis Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. 11 
2. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 
 Ruang lingkup penelitian ini, hanya terbatas pada masalah perkawinan 
(munakahat) yang berfokus pada Legalitas Wali Nikah Silariang (kawin lari) dalam 
Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian atau telaah pustaka adalah dasar yang kokoh, sumber dalam kajian atau 
acuan dalam penulisan, agar penelitian tidak mengambang dan keluar dari pokok 
penelitian. Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan 
beberapa karya yang mengulas permasalahan ini.  
Beberapa buku yang membahas terkait judul wali nikah di antaranya.  
Pertama, Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag, dan Dra. Andi Narmaya Aroeng, 
M.Pd, Fikih II dalam buku ini membahas tentang, wali dan saksi dalam pernikahan 
dimana dalam buku ini mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang 
yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, kerena itu wali 
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merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan 
tidak sah. 
Kedua, Alimuddin S.Ag., M.Ag, Kompilan Hukum Islam sebagai Hukum 
Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam buku ini membahas tentang, masalah 
wali dan saksi diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tentang 
akad nikah yang pengertiannya disebutkan dalam pasal 1 huruf c, diatur secara 
khusus dalam pasal 27, pasal 28, dan 29. 
Ketiga, Abu Yasid (muhaqqiq), Fiqh Keluarga dalam buku membahas 
tentang, pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa akad nikah tidak bisa terjadi 
(tidak sah) tanpa adanya wali. 
Keempat, Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, Fiqh Perbandingan Masalah 
Pernikahan dalam buku ini membahas tentang pendapat para ulama berpendapat 
bahwa tanpa wali nikahnya adalah batal, tidak ada mafhum mukhakalafahnya yaitu 
akad nikah dengan izin wali, nikahnya adalah sah. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  Penelitian  
 Berdasarkan  rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 
tujuan penelitian  yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya silariang 





b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan kasus silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam terhadap 
legalitas wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikam kegunaan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui lebih dalam faktor penyebab terjadinya silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar. 
b. Berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berada diluar kabupaten 
Takalar, agar memahami pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam 
terhadap legalitas wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari). 
c. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat di kelurahan bontokadatto 
tentang pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas 
wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari). 
3. Kegunaan Teoritis  
 Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang  fiqih munakahat 
dalam memberikan respon terhadap dinamika perkembangan perkawinan, termasuk 






4. Kegunaan Praktis 
 Diharapkan mampu memberikan imformasi dan nilai tambah, terhadap 






   TINJAUAN TEORETIS   
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 
Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, 
baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut 
makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga 
dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manusia, 
sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah. swt 
sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah 
masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam dalam mewujudkan 
tujuan perkawinan.1 
 Dalam definisi perkawinan yang dirumuskan oleh mayoritas ulama fiqh empat 
mazhab terkemuka, Abd al-Rahman Al-Jaziriy kemudian menyimpulkan bahwa nikah 
adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan 
tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya. Al-Jaziriy mengatakan ini merupakan 
pengertian yang disepakati para ulama meski diungkapkan dengan bahasa yang 
berbeda-beda. Hal yang perlu dicatat dari defenisi tersebut adalah bahwa perkawinan 
tampak hanya dimaksudkan sebagai wahan kenikmatan seksual (min haisu al-
talazzuz/rekreasi), atau paling tidak ia (kesenangan seksual) sebagai tujuan utama. 
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Tujuan lain sebagaimana disebutkan Al-Qur’an bahwa perkawinan dimaksudkan 
untuk sebuah kehidupan bersama yang sehat dan penuh cinta-kasih tidak 
dikemukakan secara eksplisit. Ayat Al-Qur’an ini agaknya merupakan kritik Allah. 
swt terhadap perkawinan yang semata-mata untuk rekreasi sebagaimana tradisi 
masyarakat kala itu “Inna fi zalika la ayat li qaum yatafakkarun”  (Sesungguhnya 
dalam hal itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir). 
 Pengertian nikah secara harfiah dimaknai sebagai hubungan seksual (al-
wat’u). dengan kata lain, nikah tak lebih dari sekedar senggama. Makna harfiah ini 
kemudian mengalami perluasan makna, dan perluasan makna ini kemudian disepakati 
sebagai defenisi mengenai pernikahan  yang dimaksud oleh Al-Qur’an yaitu 
perjanjian (aqd) secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual. 
 Dalam fiqh ada dua defenisi tentang perkawinan. Pertama, perkawinan adalah 
akad pemilikan (aqd at-tamlik) dan kedua sebagai akad pewenangan (aqd al-ibahah). 
Baik dalam defenisi yang pertama maupun yang kedua, posisi perempuan selalu 
menjadi objek dari kepentingan laki-laki.2 Karena akad pemilikan dalam fikih, berarti 
pemilikan laki-laki terhadap perempuan, atau pemilikan hak menikmati tubuh 
perempuan. Sementara akad pewenangan berarti akad yang memberikan wewenang 
kepada laki-laki untuk menikmati tubuh suaminya, tetapi hak tersebut tidak 
disebutkan secara eksplisit dalam definisi perkawinan. Lain halnya dengan hak laki-
laki yang secara eksplisit ditanyakan bahwa perkawinan adalah hak pemanfaatan laki-
laki terhadap tubuh perempuan. Konsekuensinya, ulama fikih tidak tegas ketika 
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membicarakan apakah istri juga memiliki hak yang sama atas kenikmatan seksual 
juga tidak tegas apakah suami bekewajiban memenuhi hasrat istrinya. 
 Defenisi perkawinan oleh para fuqaha seperti yang tersebut diatas ‘aqd yang 
kemudian terasimilasi dalam bahasa Indonesia yaitu “akad” yang berarti perjanjian 
atau kontrak. Adanya ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) yang menjadi unsur 
terjadinya akad atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang setara, yaitu laki-
laki dan perempuan. 
 Dengan demikian, sejatinya dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan oleh laki-laki dan 
perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan masing-masing pasangan tidak ada 
yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. 
Keseimbangan ini sebagai modal dalam menselerakan motif  ideal perkawinan 
dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri (laki-laki dan 
perempuan).3 
Berdasarkan rumusan diatas penulis dapat simpulkan bahwa suatu pernikahan 
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja akad tetapi perkawinan adalah 
sesuatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara 
suami dan istri, dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan 
kewajiban , seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia pada satu 
sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan 
sebagainya. 
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Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu 
yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif. Salah satu tujuan 
perkawinan adalah untuk memperoleh kerturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu 
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Keinginan untuk 
mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, 
mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah. swt. 
Walaupun dalam kenyataannya ada yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.  
Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum karena kalau tidak tentu 
manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul 
perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya. Demikian maksud 
perkawinan yang sejati dalam Islam sebagai penjaga kemaslahatan dalam masyarakat. 
Dengan kata lain, tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, 
mawaddah wa rahmah, bahagia dan sejahtera.4 Manusia diciptakan oleh Allah. swt 
dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan 
untuk mengabdikan dirinya kepada pencipta-Nya dalam segala aktifitasnya. 
Pemenuhan naluri manusia yang antara lain pemenuhan biologis,  Allah. swt 
mengatur hidup manusia dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. 
Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu 
mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan 
untuk memenuhi petunjuk agama. Jadi, apabila disimpulkan maka ada dua tujuan 
dalam melaksanakan perkawinan, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi 
petunjuk agama.  
                                                          
4Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; 
Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 22. 
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Tujuan perkawinan, seperti tujuan setiap komunitas ditentukan oleh 
hakikatnya sebagai komunitas orang-orang, perkawinan harus ditujukan pada 
penyempurnaan pribadi mereka, kalau tidak maka ia bukan komunitas yang layak 
bagi manusia. 
Tujuan khusus perkawinan berkaitan dengan hakikatnya bahwa perkawinan 
adalah suatu institusi kodrati, didasarkan atas dasar perbedaan kelamin yang 
menyebabkan pria dan wanita tertarik satu sama lain dan diundang untuk bersatu dan 
hidup bersama. Setiap persekutuan timbal balik laki-laki dan wanita yang merupakan 
jiwa persekutuan hidup. 
Di lain pihak cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, jiwa persekutuan 
juga berciri finalitas ganda. Secara subyektif dan langsung, cinta kasih itu adalah 
suatu usaha untuk bersama dan bersatu. Dia terentang atas suatu persekutuan hidup, 
dimana seluruh komplementaritas untuk saling menyempurnakan dimasukkan. 
Persetubuhan atau pendekatan seksual adalah perbuatan khusus cinta kasih antara 
laki-laki dan perempuan karena merupakan ungkapan paling khas bagi seluruh 
peradaban.5 
Manusia dibekali oleh Allah. swt, kecenderungan terhadap cinta manusia, 
cinta anak, keturunan dan harta kekayaan. Namun manusia juga mempunyai fitrah 
mengenal penciptanya. Allah. swt berfirman dalam QS Ar-Rum/ 30:30: 
                                  
               
                                                          
5Diah Eka Novia Susanti, “ Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat Di Desa Katapang 
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam Perspektif Hukum 
Islam” http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=pdf+skripsi+tradisi+kawin+lari 




“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) firah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahuinya.”6 
Lima tujuan melangsungkan perkawinan, yaitu: 
a.  Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan; 
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih 
sayangnya; 
c.  Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kajahatan dan kerusakan; 
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta tuk 
bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal; 
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar 
cinta kasih sayang.7 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 
seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. 
Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
pernikahan (ibadah) tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
Adapun rukun nikah adalah  
a. Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan 
Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan 
perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini berarti perkawinan 
                                                          
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Bintang Indonesia) h. 407. 
7Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 25. 
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itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki 
dengan laki-laki atau antar perempuan dengan perempuan.8  
 Syarat calon mempelai laki-laki: 
1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat memberikan persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan pekawinan 
 Syarat calon mempelai perempuan: 
1) Beragama 
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat diminta persetujuannya 
5) Tidak terdapat halangan perkawinan9 
b. Wali 
Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara 
laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin 
perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh, berakal, merdeka, 
laki-laki, Islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah. Wali nikah ada tiga jenis 
yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang 
                                                          
8Diah Eka Novia Susanti, “ Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat Di Desa Katapang 
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam Perspektif Hukum 
Islam” http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=pdf+skripsi+tradisi+kawin+lari 
pdf.(20 maret 2017). 




mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka 
yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis 
patrilinear. Sedangkan wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan 
keluarga dengan calon pengantin perempuan.Wali nasab adalah saudara laki-laki 
sekandung, sebapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilinear (laki-
laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan 
kedua belah pihak (calon suami istri). Wali nikah termasuk salah satu syarat dan 
rukun nikah. 
Adapun syarat-syarat wali yang lebih jelas yaitu: 
1) Beragama Islam. 
2) Cakap (sudah balig). 
3) Berakal sehat. 
4) Merdeka (Bukan budak). 
5) Laki-laki. 
6) Adil. 
7) Sedang tidak melakukan ihrom. 
Adapun  yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut: 
1) Bapak.  
2) Kakek dari jalur Bapak. 
3) Saudara laki-laki kandung. 
4) Saudara laki-laki tunggal bapak. 
5) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung). 
6) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak). 
7) Paman dari jalur bapak. 
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8) Sepupu laki-laki anak paman. 
9) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).10 
 Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud 
adalah wali di atas maka alternatif  lainya adalah pemerintah atau wali hakim. 
c. Dua Orang Saksi 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi 
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan 
menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu 
ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi  yaitu: 
1) Beragama Islam. 
2) Baligh . 
3) Berakal. 
4) Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul. 
5) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan. 
6) Adil.11 
Adanya dua orang saksi dan menjadi syarat-syarat menjadi saksi termasuk 
salah satu rukun dan syarat perkawinan. 
d. Shigat ijab qabul 
Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin 
perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari 
perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki 
sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu 
                                                          
10Sabri Samin, dan  Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makassar:Alauddin Press, 2010), h.32. 
11Zainuddin  Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,  2012),  h. 15. 
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susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab wali perempuan: “saya nikahkan engkau 
dengan anak saya bernama . . .”. sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari 
calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk 
pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang 
memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab wali perempuan 
seperti: “saya terimah nikahnya. . . binti. . .dengan maskawin. . . (tunai atau. . .). Ijab 
Kabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun 
nikah.12 Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3) Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dan kata nikah atau tazwij  
4) Antara ijab dan qabul bersambungan 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah 
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: 
calon memepelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau 
wakilnya, dan dua orang saksi.13 
Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud 
dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun atau 
yang mengikuti rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 
                                                          
12Diah Eka Novia Susanti, “ Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat Di Desa Katapang 
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum 
Islam” http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=pdf+skripsi+tradisi+kawin+lari 
pdf.(20 maret 2017). 
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, h. 72. 
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saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat 
dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.  
 Adapun pendapat ulama Hanafiah membagi syarat perkawinan yaitu: 
1)  Syuruth al-in’iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad 
perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka 
syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan 
akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan 
disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad 
adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. 
2) Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam 
perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan 
akibat hukum, dalam bila arti syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 
perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan. 
3) Syuruth al- nusuf, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu 
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan 
tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan 
fasad-Nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan 
adalah seseorang yang berwenang untuk itu. 
4) Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu 
perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya 
suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak 
mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti 
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syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami 
harus sekufu dengan istrinya.14 
3. Hikmah Perkawinan 
Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini 
berlanjut, dari generasi kegenerasi. Melalui hubungan suami istri kita terhindar dari 
godaan setan yang menjerumuskan. 
 Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan 
perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan 
cinta serta penghormatan. Wanita muslimah kewajiban untuk mengerjakan tugas 
didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mandidik anak dan menciptakan 
suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan 
baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirawi. Hikmah perkawinan yang 
terpenting adalah sebagai berikut: 
a. Memelihara Gen Manusia 
Pernikahan sebagai saran untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, 
alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia 
akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. 
swt. Mungkin dapat dikatan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu 
seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. 
Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiaayan, saling menumpah darah, 
dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang. 
 
 
                                                          
14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Kencana 
Predana Media Group, 2009), h. 60. 
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b. Pernikahan adalah Tiang Keluarga yang Teguh dan Kokoh.  
Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. 
Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat 
kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat 
manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta 
syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri 
sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan mamandang. 
 Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat 
menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat 
pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia 
menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. 
Akan tetapi,  jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, 
ia menjadi kuat yang semangat. Kasih sayang dan menghibur hati. Demikian 
disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan 
perbuatan mudah ini (nikah).  
c. Nikah Sebagai Perisai Diri Manusia 
Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-
pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-
masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan 
tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh 
dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya 





d. Melawan Hawa Nafsu  
Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat 
orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. 
Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal 
memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di 
atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab 
laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan 
kakuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan 
memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk 
mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain. 
 Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syriat Islam sangat 
tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai 
dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai 
derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada 
pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari 
pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah. swt yang seharusnya 
disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa 
disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan untuk mendidik manusia. Bagi orang 





                                                          
15Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, Fiqh Munakat 
(Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014), h. 39. 
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B. Perkawinan Adat Makassar dan  Silariang (Kawin Lari) 
1. Perkawinan Adat Makassar 
Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. 
Bagi orang Bugis-Makassar perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti 
biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung 
jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. 
Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang 
suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta 
yang meriah. 
 Bagi Bugis-Makassar, kawin artinya Sialle: Makassar artinya saling 
mengambil satu sama lain. Jadi merupakan tindakan resiprokal, yang berarti 
meskipun berbeda status sosial laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam 
perkawinan. Perkawinan tidak melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan 
kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbarui dan memperkuat hubungan 
keduanya. Di desa, perkawinan biasanya berlangsung antara sesorang di sekitar 
tempat tinggal yang juga merupakan kerabat atau dengan orang lain tetapi dengan 
perantaraan seorang kerabat.16  
Suatu perkawinan diiringi dengan sejumlah pembirian dari pihak laki laki ke 
pihak perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu secara simbolis berupa uang yang 
sesuai dengan derajat perempuan doe panai’: Makassar (uang naik) atau uang untuk 
perongkosan pesta perkawinan., dan mahar biasanya sejumlah uang yang sekarang 
sering diserahkan dalam bentuk Mushaf Al-Qur’an dan seperangkat alat shalat.  
                                                          
16Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 10. 
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Perkawinan yang dilangsungkan secara adat melalui deretan kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Cini ampe (Makassar), ialah kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si 
gadis untuk memeriksa kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Kalau 
kemungkinan itu tampak ada, maka diadakan. 
b. Assuro (Makassar) yang merupakan kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki 
kepada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis Sunrang atau 
mas kawinnya, Balanja atau belanja perkawinan, penyelenggaraan pestanya dan 
sebagainya. Setelah tercapai kesepakatan maka masing-masing keluarga melakukan. 
c. Ammuntuli (Makassar), ialah pemberitahuan kepada semua kaum kerabat mengenai 
perkawinan yang akan datang. 17 
 Hari pernikahan dimulai dengan Appanai Leko’ (Makassar) ialah prosesi dari 
mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabatnya, pria-wanita, tua-muda, 
dengan membawa macam-macam makanan, pakaian wanita dan maskawin. Sampai 
di rumah mempelai wanita maka dilangsungkan upacara pernikahan, yang dilanjutkan 
dengan pesta perkawinan. Pada pesta itu para tamu yang di luar diundang memberi 
kado atau uang sebagai sumbangan.18 
 Beberapa hari setelah pernikahan, pengantin baru mengunjungi keluarga si 
suami dan tinggal beberapa lama di sana. Dalam kunjungan itu, si istri baru harus 
membawa pemberian-pemberian untuk semua anggota keluarga si suami.  Kemudian 
ada kunjungan ke keluarga si istri, juga untuk pemberian-pemberian kepada mereka 
semua. Pengantin baru juga harus tinggal untuk beberapa lama di rumah kelurga itu. 
                                                          
17Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 13. 
18Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 14. 
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Barulah mereka dapat menempati rumah sendiri. Hal itu berarti bahwa mereka sudah 
membentuk rumah tangga sendiri.19  
2. Silariang (Kawin Lari) 
Perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat disebut silariang (kawin lari). 
Dalam hal ini, si laki-laki membawa lari si gadis. Kawin lari semacam ini, biasanya 
terjadi karena pinangan dari pihak laki-laki ditolak, atau karena belanja perkawinan 
yang ditentukan oleh keluarga si gadis terlampau tinggi. Hal yang terakhir ini juga 
sebenarnya merupakan suatu penolakan secara halus. 
Perkawinan yang amat tercelah adalah perkawinan Silariang (Makassar) 
(sama-sama lari), nilariang (anak gadis dilarikan) dan erang kale (perempuan 
membawa diri). Perkawinan ini tidak disukai dan keluarga menanggung beban mate 
sirik, yaitu suasana hati yang dirasakan menurunkan martabat keluarga. Seluruh 
keluarga dekat merasakan tekanan tersebut dan ini harus dipulihkan, biasanya dengan 
jalan memberi sanksi kepada yang bersalah, minimal pengucilan dari keluarga dan 
paling ekstrim pembunuhan. 
Para kerabat si gadis yang mengejar kedua pelarian itu disebut tomasiri’ dan 
kalau mereka berhasil menemukan para pelarian, maka ada kemungkinan bahwa si 
laki-laki dibunuh. Dalam keadaan bersembunyi, yang sering biasa berlangsung 
berbula-bulan lamanya, si laki-laki akan berusaha mencari perlindungan pada seorang 
dalam masyarakat. Orang ini kalau ia sudih, akan mempergunakan kewibawaannya 
untuk meredakan kemarahannya dari kaum kerabat si gadis dan menyarankan mereka 
untuk menerima baik kembali kedua mempelai baru itu sebagai kerabat. Kalau 
memang ada tanda-tanda kerabat si gadis itu mau mereka kembali, maka keluarga si 
                                                          
19Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 15. 
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laki-laki akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga si gadis. Penerimaan 
pihak keluarga si gadis untuk berbaik kembali disebut dalam bahasa Makassar, 
a’baji.  
Kawin lari biasa tidak kena sunrang (Makassar) ialah mas kawin yang tinggi, 
melainkan oleh belanja perkawinan yang tinggi. Sunrang itu besar kecilnya, sesuai 
dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang. Sunrang biasanya yang diberikan 
berupa sawah, kebun, keris pusaka, perahu, dan sebagainya yang semuanya 
mempunyai makna penting dalam perkawinan.20  
Selain itu, orang Bugis-Makassar menganut konsep siriq. Konsep siriq ini 
mengintegrasikan secara organis semua unsur pokok dari pangadakkang (adat).  
B.F. Matthes, menerjemahkan istilah siriq dengan malu, rasa kehormatannya 
tersinggung dan sebagainya. C.H. Salam Basjah memberi tiga pengertian kepada 
konsep siriq ialah malu, daya pendorong untuk mebinasakan siapa saja yang telah 
menyinggung rasa kehormatan seseorang, atau daya pendorong untuk bekerja atau 
berusaha sebanyak mungkin. M. Natzir Said, mengemukakan bahwa siriq adalah 
perasaan malu yang memberi kewajiban moril untuk membunuh pihak yang 
melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan.21   
Dalam kesusastraan paseng yang memuat amanat-amanat dari nenek moyang, 
ada contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan yang diberikan kepada konsep siriq 
seperti di bawah ini: 
a. Siriq amminawang ri-lino, (Makassar) artinya “ hanya untuk siriq itu sajalah kita 
tinggal di dunia”. Ungkapan itu mengandung arti siriq sebagai hal yang memberi 
                                                          
20Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 16. 
21Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 23. 
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identitas sosial dan martabat kepada seorang Bugis-Makassar. Hanya kalau 
martabat itu ada maka hidup itu ada artinya baginya. 
b. Mate ri lalang siriqna, (Makassar) artinya “mati dalam siriq”, atau mati untuk 
menegakkan martabak diri, yang dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.  
c. Mate siriq (Makassar) artinya “mati dalam siriq” atau orang yang sudah hilang 
martabat dirinya, seperti bangkai hidup. Demikian orang Bugis-Makassar yang 
mate siriq akan melakukan jalloq atau amuk, sampai ia mati sendiri. Jalloq yang 
demikian itu disebut napaentengi siriqna (Makassar), artinya ditegakkan kembali 
martabat dirinya. Kalau ia mati dalam jalloqnya itu, maka ia disebut jantan yang 
ada martabat dirinya.22 
Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pangngadakkang 
dapat berjalan apabila ditopang oleh siriq dalam arti kesadaran akan eksistensi 
manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri. siriq merupakan spirit dari 
pangngadakkang, bagaikan undang-undang dalam sebuah Negara hanya akan dapat 
dijalankan apabila warga Negara dan pelaksana Negara memiliki komitmen untuk 
melaksanakannya. Siriq lebih dari komitmen mengandung kekuatan dan daya hidup 
karena pelaksanaan pengngadakkang tersebut dikaitkan dengan harga diri dan 
martabat manusia Sulawesi Selatan. Keterbelakangan dan penyimpangan sosial 
termasuk penyimpangan dari pangngadakkang merupakan bias dari melemahnya 
nilai-nilai siriq dalam budaya Sulawesi Selatan.  
Jenis perkawinan yang ada di Makassar yaitu: 
 
 
                                                          
22 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 24. 
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a. Perkawinan dengan peminangan 
Bentuk perkawinan dengan peminangan ini berlaku umum dalam berbagai 
strata sosial. Peminangan bagi kaum bangsawan melalui proses upacara adat. Apabila 
peminang telah diterima maka hubungan kedua calon pengantin ini disebut 
bertunangan. Cara perkawinan dengan peminangan ini adalah suatu cara adat sebagai 
legitimasi terhadap pertunangan seseorang. 
b. Perkawinan dengan “Annyala” 
Annyala artinya berbuat salah, dalam arti melakukan pelanggaran terhadap 
adat perkawinan yang berbentuk minggat. Annyala menimbulkan ketegangan dalam 
keluarga perempuan yang minggat yang dikenal dengan siri, siri’ dalam masalah 
Annyala ujung-ujungnya adalah pembunuhan terhadap kedua sejoli tersebut oleh tu 
masiri’ (keluarga wanita yang minggat), hal ini merupakan wujud dari appaeteng siri 
(menjaga kehormatan).23 
Perlu dikemukakan bahwa tu masiri (orang yang siri’) dalam masalah minggat 
adalah orang tua dan saudara dari pada wanita yang minggat, sedangkan keluarga 
hingga sepupu tiga kali merasakan malu keluarganya tersebut yang disebut pace, 
tatapi semua ini sama memiliki kewajiban appaenteng siri’ (menjaga kehormatan) 
yaitu membunuh kedua sejoli tersebut, kapan dan dimana saja ditemukan kecuali 
mereka lari, masuk dirumah atau pekarangan orang atau sempat membuang masuk 
menutup kepala, antara lain misalnya songkok, berarti dia sudah berada dalam 
perlindungan dan bila dia lari berarti karena takutnya sampai dia lari, demikian pula 
kalau dia sementara bercocok tanam disawah atau kebunnya, mereka tidak bisa 
diganggu gugat karena dia berada di daerah aman secara kultural. 
                                                          
23Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 53. 
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Apa bila salah seorang di antara mereka bertemu dengan yang minggat 
tersebut kemudian halnya dilihat-lihat saja atau tidak diapa-apakan maka yang 
melakukan hal itu juga halal darahnya karena meraka tidak memiki siri’ atau pacce, 
karena mereka memiliki prinsip dari pada hidup menanggung malu lebih baik mati 
dikalan tanah. Siri’ dan pacce ini akan berlangsung hingga hanyat dikandung badan, 
artinya akan tetap berlangsung hingga mereka mange a’baji (datang baik) pada 
keluarga perempuan dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan selama 
keluarga perempuan menerima maksud baik dari laki-laki tersebut dan terkadang 
lamaran ma’baji ditolak. Norma seperti itu tetap berlaku dalam masyarakat Makassar, 
tidak dimakan usia dan tidak dipengaruhi oleh moderenisasi yang berkembang 
dengan pesat di era globalisasi.24 
Dari pembahasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa silariang (kawin lari) 
dalam bentuk apapun maka tetap menimbulkan masalah dalam keluarga perempuan, 
tatapi setiap tu manyala (si minggat) mempunyai maksud untuk ma’baji (mohon 
restu) dalam istilah masyarakat datang baik, agar jiwanya tidak terancam, artinya bisa 
hidup dengan tenang seperti masyarakat lainnya dan proses ma’baji ini terjadi dua 
kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Kalau tidak diterima maka tetap berlaku 
siri’ dan pacce terhadapnya. 
C. Pengertian Wali  
Wali berasal dari kata “walyu” yang bermakna dekat bentuk jamaknya 
“auliya”. Dari akar kata ini terdapat kata-kata turunan, seperti walayali yang berarti 
dekat dengan, mengikuti walla yang berarti menguasai, menolong, mencintai; awla 
                                                          
24Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 54. 
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yang berarti menguasakan, mempercayakan, berbuat; walam berarti menolong, 
membantu, bersahabat; tawala berarti menyapi, melazimi, mengurus, menguasai; 
istawla ,alaihi berarti memiliki, menggalakan, menguasai; al-awla berarti yang paling 
behak, dan paling berhak, dan paling layak; walla,an berarti berpaling dari, 
meninggalkan; dan awla berarti ancaman atau ultimatum. 
Kesemua kata turunan dari kata walyu diatas menunjukkan kepada makna 
“kedekatan”, terkecuali bila diiringi kata depan yang memalingkan makna sebaliknya 
yaitu menjauhi atau berpaling, seperti pada kalimat walla’an dan tawalla’an. 
Dengan demikian kata wali mempunyai banyak arti, yakni yang dekat, teman, 
sahabat, penjaga, wali, sekutu, pengikut, pelindung, pemimpin, yang dicintai, yang 
mencintai juga berarti penguasa. 
Kata wali adalah isim fi,il, masdarnya adalah wilayah. Kata wilayah secara 
etimologi berarti al-sultah (kekuasaan) dan al-qudrah (kemampuan). Karena itu, wali 
berarti sahibu al-sultah (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).25 
Istilah wali bila ditelusuri dalam Al-Qur’an dengan segala derivasinya 
terdapat 234 kata, wali merupakanderivatif dari kata wilayah. Kata wilayah 
mempunyai makna etimologis lebih dari satu, antara lain bermakna pertolongan 
(nusruh) seperti yang tersebut dalam QS. Al-Maidah/5:57; atau berarti cinta 
(muhabbah) disebut dalam QS. Al-Taubah/9:71. Selain itu, wilayah juga bermakna 
al-sultah berarti penguasaan dan perlindungan. Apabila dikaitkan subjeknya, disebut 
sahib al-sultah yang artinya orang yang mempunyai kekuasaan dan perlindungan. 
Sedangkan dalam fikih, wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan tasarruf tanpa intervensi orang lain. 
                                                          
25Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam,  h.138. 
34 
 
Muhammad Jawad Mughniyah mengartikan perwalian dalam nikah sebagai 
kekuasaan secara syar’iyah, atas orang yang dibawah pengampuan yang dilimpahkan 
kepada orang yang sempurna, karena kekurangansempurnaan pada orang yang 
diampunya demi kemaslahatan orang yang dibawah perwaliaannya.26  
Wsali yang dimaksud adalah ayah kandung, saudara laki-laki, kakek, paman 
dan putra paman meskipun hubungannya jauh. 
Pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Syafi’i, dan Hambali. Mereka 
berpendapat bahwa jika perempuan yang baligh dan berakal sehat itu masih perawan, 
maka hak mengawinkan dirinya pada walinya. Sementara, jika perempuan itu telah 
menjadi janda maka walinya melakuakan campur tangan dalam menikahkannya. 
Walinya tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan perempuan. Demikianlah 
pula sebaliknya, perempuan tidak boleh bertindak sepihak tanpa ijin wali. Akad yang 
diucapkan sendiri oleh perempuan itu tidak berlaku, meskipun atas persetujuan 
walinya. 
Illat hukum bagi dipelukannya wali bagi perempuan yang gila, dan 
perempuan yang lemah akal dalam pandangan syfi’i, Ahmad, dan Malik adalah sama 
dengan alasan Hanafiah, yaitu ketidaksanggupan mereka dalam melakukan akad dan 
ketidakmampuan mereka dalam mengenali maslahat dan mudarat dari setiap akad 
nikah. Adapun illat hukum bagi anak-anak perempuan adalah keperawanannya. Oleh 
karena itu, meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan, maka hak 
perwaliannya tetap ada. Karena itu mereka mengenal adanya wilayah ikhtiyariah. 
                                                          
26Abdillah Mustari,  Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam,  h.139. 
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Dari sinilah tampak bahwa imam mazhab kesulitan dalam menentikan illat hukum 
bagi perempuan dewasa yang masih perawan perlu terhadap perwalian.27 
 Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang 
untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap 
dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan 
pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik 
dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. 
                                                          





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini ditinjau dari jenis penelitian, penulis menggunakan 
penelitian lapangan (Field Research), karena dilakukan secara langsung di lapangan 
sebagai objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif  yakni 
penelitian yang bersifat deskrptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan 
induktif.1 Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang 
secara individual ataupun kelompok.2 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi 
penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut 
adalah karena masyarakat di tempat penelitian masih sangat minim pengetahuan 
tentang pernikahan baik dari segi Hukum Islam maupun dari segi Kompilasi Hukum 
Islam terkhususnya masalah wali nikah Silariang (kawin lari). Adapun alasan penulis 
melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena penulis mencoba menganalisis 
                                                          
1Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial (Cet, I: Makassar: Alauddin 
Universeri Press, 2013),  h. 37. 




masyarakat yang berada di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng 
Selatan, Kabupaten Takalar baik yang melakukan Silariang (kawin lari) maupun 
orang tua dari anak tersebut serta pemerintah dan para tokoh masyarakat yang 
mempunyai peranan penting dalam hal ini. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syar’i), yakni menjelaskan hukum-
hukum yang berhubungan dengan kawin lari. 
2. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan 
masyarakat berdasarkan aturan hukum islam atau perundang-undangan yang berlaku 
yang terkait dengan perkawinan.  
3. Pendekatan Normatif 
pendekatan normatif adalah studi Islam yang  memandang masalh dari sudut 
legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungan dengan 
halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh 
ajaran yang terkandung dalam nash.3 
 
 
                                                          
3Informan dalam peenelitian kualitatif, http://menzour.blogspot.com/2016/03/makalah-
pendekatan-normatif.html (28 maret 2017). 
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C. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 
data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 
maupun lisan. 
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.  
Kelurahan yang ada di kecamatan polongbangkeng selatan terdapat 6 (enam) 
kelurahan dan 4 (empat desa), adapun kelurahannya yaitu Kelurahan Bontokadatto, 
Kelurahan Canrego, Kelurahan Pa’bundukang, Kelurahan Pattene, Kelurahan 
Bulukunyi, Kelurahan Rajaya. Adapun desanya yaitu Desa Cakura, Desa 
Moncongkomba, Desa Lantang, dan Desa Su’rulangi. Namun penulis hanya meneliti 
di Kelurahan Bontokadatto, penulis juga akan melakukan wawancara di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Pol-Sel untuk mengetahui bagaimana pandangannya tentang 
legalitas wali nikah silariang (kawin lari) perspektif hukum Islam dan kompilasi.. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan sebagai 
berikut: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti 
dikumpul oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang biasanya telah tersusun dalam 
bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demograsi suatu daerah, 
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data mengenai produktifitas atau perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan 
disuatu daerah dan sebagainya.4 
D. Metode Pengumpulan data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses komunikasi suatu interaksi untuk mengumpulkan 
informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau sabjek 
penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit tau kecil. 5  
Terdapat dua jenis wawancara yakni wawancara mendalam (in-depth 
interview) dan wawancara terarah (guided interview). Namun peneliti menggunakan 
wawancara terarah (guided interview), dimana wawancara terarah (guided interview) 
adalah  dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan 
sebelumnya.6 
2. Observasi 
Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 
                                                          
4Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian (Cet: XXV: Jakarta: Rajawali Press, 2014),  h. 
39. 
5Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial, h. 184. 
6Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial, h. 186. 
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merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, 
pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 
penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau 
suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 
memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan 
penelitian.7  
3. Dokumen  
Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 
fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 
cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa 
dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki 
kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar 
barang yang tidak bermakna. 8 
E. Instrument Penelitian 
 Intrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 
oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 
sistematis dan dipermudah olehnya.  
 Intrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa 
gambar, kata, dan atau benda lainnya yang  non angka, sedangkan data kuantitatif 
adalah data yang bersifat berbentuk angka. Data yang terkumpul dengan 
                                                          
7Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial, h. 188. 
8Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial, h. 189. 
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menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau 
digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.9 
Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri,  yakni 
peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 
hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus memunyai 
kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak 
terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam 
penelitian lapangan ini meliputi: Daftar pertanyaan penelitian yang telah 
dipersiapkan, camera, alat perekam, pulpen dan buku catatan. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data 
1. Pengolahan Data Kualitatif 
Pengolahan data kualitatif dalam penelitian akan melalui tiga kegiatan analisis 
yakni sebagai berikut: 
a. Reduksi Kata  
Reduksi kata dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan 
perhartian pada penyederhanaan data, pengabsrakan data, dan transformasi kata kasar 
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun 
sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk 
matriks, grafik, dan bagan. 
                                                          
9Sitti Mania,  Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial, h. 120. 
42 
 
c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari 
arti tentang segala hal  yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu kongfigurasi 
tertentu. Pengumpulan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-
gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan 
data.10 
2. Anlisis Data 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensistesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.11 
 
                                                          
10Diach an-nur, Teknik pengolahan data, http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/ teknik-
pengolahan-data.html (28 Maret 2017). 
11Dapur Ilmiah, Analisis Data Kualitatif, http:// dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-




LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG (KAWIN LARI) PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 
A. Tatacara    Pelaksanaan  Perkawinan   Silariang   (kawin lari)   di Kelurahan  
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
1. Tatacara Perkawinan Silariang (Kawin Lari) 
Tatacara perkawinan silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dapat kita lihat dari hasil 
wawancara dengan Hasmawati Daeng Bau (salah satu pelaku silariang) mulai dari 
proses pergi dari rumah (minggat) sampai pada pulang a’baji (pulang baik).1 
Awalnya keluarga mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada 
keluarga mempelai perempuan akan tetapi lamaran sering ditolak oleh keluarga 
mempelai perempuan. Proses lamaran ini biasanya ditolak karena keluarga mempelai 
laki-laki tidak sederajat dengan keluarga mempelai perempuan, uang panai’ (uang 
belanja) yang terlampau tinggi yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, bisa 
juga terjadi karena keluarga mempelai perempuan tidak menyetujui keluarga 
mempelai laki-laki, baik calon menantunya maupun canlon besannya, dan banyak 
persyaratan lain yang tidak disanggupi oleh keluarga memepelai laki-laki. Biasanya 
memang keluarga mempelai perempuan menempuh jalan demikian untuk menolak 
pinangan secara halus. 
                                                          
1Hasmawati Daeng Bau, Masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Wawancara oleh penulis, 
Takalar 06 April 2017. 
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Karena keluarga mempelai laki-laki merasa ni paka siri’ (dipermalukan) oleh 
pihak mempelai perempuan, maka untuk menegakkan siri’ keluarganya maka laki-
laki ini membawa pergi perempuan jauh dari kediamannya (nilariang), biasanya 
kedua belah pihak telah sepakat untuk pergi dari rumah silariang (kawin lari).  
Keluarga dari pihak perempuan, setelah mendengar anaknya melakukan 
silariang (kawin lari) meraka pergi a’burutta (memberi tahu keluarganya) untuk 
appala siri’ (minta bantuan kepada keluarganya untuk menegakkan siri’nya). Pihak 
keluarga yang tahu bahwa anak kemanakannya itu silariang (kawin lari) maka 
mereka siap-siap mengambil tindakan untuk tidak saling menyapa dengan keluarga 
pihak perempuan atau kedua keluarga ini saling bermusuhan, bilamana disuatu saat 
atau disuatu tempat ketemu dengan orang yang melarikan anaknya, mereka bisa 
menindakinya, baik dengan cara mengusir, memukul atau tidak sedikit diantara 
pelaku silariang (kawin lari) ini menemui ajalnya diujung badik, ini biasa disebut 
Tumasiri’ dari keluarga mempelai perempuan. 
Pihak laki-laki biasanya membawa pergi perempuan ke keluarga laki-laki dan 
tinggal serumah, nanti pada akhirnya mau menikah baru kerumah imam setempat. 
Kedua belah pihak bisa menikah apabila dapat rella (izin) dari keluarga mempelai 
perempuan, dalam hal ini imam setempat yang memberikan persuratan kepada imam 
dimana tempat tinggal keluarga mempelai perempuan pelaku silariang (kawin lari), 
karena biasanya apabila dilakukan persuratan rella (izin) terkadang tidak langsung 
diberi rella (izin) dari pihak keluarga mempelai perempuan, biasanya setelah 
beberapa tahun anaknya silariang (kawin lari) baru diberi ralla (izin) untuk menikah, 
terkadang juga tidak diberi izin untuk menikahkan anaknya. Jadi, sering kali pelaku 
silariang (kawin lari) bertahun-tahun baru datang a’baji (datang baik) ke 
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keluarganya, terkadang sudah mempunyai anak baru datang baik. Proses a’baji 
(datang baik) ini dapat dilakukan apabila sudah meminta rella (izin) kepada kedua 
orang tua perempuan dan apabila sudah disetujui, maka selanjutnya dilakukan acara 
damai yang disebut a’baji maka tidak ada lagi namanya Tumasiri, dan Tumannyala. 
2. Proses Appala Baji 
Untuk mengurus permintaan maaf ini tidak boleh dilakukan oleh yang 
bersangkutan sendiri, melainkan harus melalui orang-orang tertentu yang memiliki 
wibawa atau tokoh masyarakat yang disegani. Namun itu bukan merupakan jaminan 
untuk diterimahnya kembali oleh keluarganya. Karena terkadang ada juga pemberian 
maaf itu sering diulur-ulur oleh pihak keluarga perempuan. Bahkan sampai bertahun-
tahun lamanya barulah mereka itu diberikan maaf. 
Beberapa faktor sehingga terjadi penundaan pelaksanaan a’baji itu, 
diantaranya belum adanya kesepakatan bersama dari pihak keluarga perempuan. 
Apabila kedua orang tua perempuan sudah setuju untuk memaafkannya, biasanya 
kedua orang tua akan menundah upaya memenuhi permintaan anaknya, sambil 
menunggu kesepakatan dari keluarga dekat lainnya. Sehingga dengan demikian 
berarti dalam menerima kembali pelaku silariang (kawin lari) harus melalui 
pertimbangan keluarga ataupun kerabat, maka otomatis turut pula memperlambat 
diterimanya a’baji oleh keluarganya. 
Faktor lainnya sehingga terjadi penundaan a’baji itu, yaitu berkaitan dengan 
masalah jumlah uang yang harus dibayarkan, disesuaikan dengan cara peminangan. 
Besarnya jumlah uang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan itu, merupakan 
lambang harga diri dari kerabat mereka. Namun demikian terkadang pula ada 
penentuan besarnya uang yang diminta itu terlalu tinggi, sehingga pihak pelaku 
46 
 
silariang (kawin lari) ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Lagi 
pula upacara a’baji baru bisa dilakukan bila sejumlah uang yang telah diputuskan dan 
ditetapkan itu dibayar secara tunai yang juga merupakan denda bagi pihak laki-laki 
yang membawa lari pihak perempuan. 
Bila beberapa persyaratan tersebut diatas dapat dipenuhi termasuk kerelaan 
dan restu kedua orang tua bersama kerabat keluarganya, maka dapatlah dilakukan 
upacara a’baji dalam rangka penerimaan permintaan maaf dari pelaku silariang 
(kawin lari) disatu pihak dan pemberian ampunan dari keluarga mempelai perempuan 
dipihak lain. Tetapi sebaliknya bila sejumlah persyaratan tersebut belum dapat 
dipenuhi oleh pelaku silariang (kawin lari), maka akibatnya a’baji yang merupakan 
dambaan setiap pelaku silariang (kawin lari) terpaksa sirna dan harus mengalami 
penundaan sampai terpenuhinya ketentuan yang dikehendaki oleh orang tua dan 
kerabat keluarga pihak perempuan.  
Dalam pelaksanaan upacara a’baji ini, biasanya diselenggarakan secara 
sederhana saja, dengan hanya mengundang semua kerabat keluarga perempuan serta 
beberapa tetangga terdekat. Inti pelaksanaan upacara ini adalah penerimaan kembali 
pelaku silariang (kawin lari) serta penyampaian maaf dari pelaku silariang (kawin 
lari) disatu pihak dan pemberian ampunan di lain pihak. Pada hari yang telah 
ditentukan rombongan pelaku silariang (kawin lari) datang ke rumah keluarga 
mempelai perempuan, biasanya dilaksanakan di rumah orang tua perempuan itu 
sendiri. Sementara itu segenap keluarga perempuan telah berkumpul menantikan 
kedatangannya. Kedatangan pelaku silariang (kawin lari) ini terutama si istri tetap 
memperlihatkan rasa malu yang mendalam terhadap keluarganya. Hal ini dapat 
dilihat pada cara berpakaian, yakni dengan menutup sekujur badannya dengan kain 
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sarung. Setelah pelaku silariang (kawin lari) tersebut diterima kembali sebagai 
keluarga yang sah menurut adat, dilanjutkan dengan berjabat tangan kepada semua 
keluarga yang hadir, terutama kepada kedua orang tua appala popporo (meminta 
maaf) atas tindakannya berbuat salah (annyala) yang membuat martabat keluarga 
menjadi tercoreng. Dengan selesainya upacara a’baji itu diselenggarakan, berarti 
selesai pulalah drama ketegangan akan mengancam pembunuhan yang sewaktu-
waktu mengintai dirinya sebagai pelaku silariang (kawin lari).  
Memang konsekuensi annyala tersebut cukup berat bakal dihadapi, karena 
nyawa taruhannya selama mereka tidak datang a’baji (berbaik kembali). Bahkan 
terkadang banyak peristiwa annyala, sampai bertahun-tahun dan ada yang sudah 
menjadi kakek nenek dari beberapa orang cucu belum juga mendapatkan jalan 
melakukan a’baji.  
B. Faktor  Penyebab Terjadinya Silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto,  
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
1. Penyebab Silariang (Kawin Lari) 
Silariang (kawin lari) adalah sistem perkawinan yang masih sering dilakukan 
oleh masyarakat di Kelurahan Bontokadatto. Perkawinan dengan cara silariang 
(kawin lari) ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai 
akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan 
diri dari rintangan-rintangan dari orang tua.  
Secara umum banyak  faktor yang menyebabkan silariang (kawin lari) seperti: 
a. Pergaulan bebas karena terlalu nekad dalam bercinta sehingga menimbulkan 
hamilnya seorang perempuan, 
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b. Lamaran laki-laki tidak diterima (penolakan lamaran oleh pihak keluarga 
perempuan, 
c. Keluarga laki-laki menolak untuk melamar si perempuan, 
d. Menetang kawin paksa, 
e. Karena orang tua mempunyai keinginan mengawinkan anaknya tanpa persetujuan 
si anak dan bila si anak menolak akan dipaksa menikah dengan laki-laki atau 
perempuan pilihan orang tuanya, 
f. Dan karena pengaruh guna-guna, pengaruh ilmu gaib (pangngissengang) baik itu 
dari laki-laki maupun dari perempuan.2 
Namun faktor yang paling banyak menyebabkan silariang (kawin lari) di 
Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, 
adalah: 
a. Tidak adanya restu dari orang tua 
Menikah yang sewajarnya adalah menikah dengan restu orang tua karena 
orang tua sendiri yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. 
Pernikahan anak yang didasari dengan pilihan atau pendapat yang berbeda dengan 
orang tua atau ketidakmauan dari orang tua untuk menikahkan anaknya tidak 
berpengaruh apa-apa dalam sahnya pernikahan yang dijalani, karena dalam rukun 
nikah itu orang tua tidak terkait didalamnya dan karena itu pernikahan yang dijalani 
tanpa restu orang tua juga tetap sah hukumnya berikut dengan hubungan suami istri. 
Namun, seorang ayah itu jauh lebih dominan untuk menjadi wali nikah dibandingkan 
dengan ibu atau saudara yang lainnya, alangkah lebih baiknya jika ayah itulah yang 
berhak untuk menjadi wali untuk anak perempuannya dan menikahkannya. 
                                                          
2Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 
Makassar “ Jurnal Pustaka 63 ( Januari-juni 2015).  h.10. 
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Apabila menikah tanpa adanya restu orang tau akan menjadi masalah antara 
hubungan anak dengan orang tua dan itu adalah suatu hal yang seharusnya di hindari, 
dan untuk itu anak harus bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik sehingga 
anak tidak memiliki masalah serius dengan orang tua kelak. 
Apabila orang tua itu tidak merestui anak hanya karena pandangan etnis yang 
berbeda atau mungkin adat yang berbeda, orang tua itu haruslah bisa berfikir 
seribukali untuk bisa mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah. swt.  
Oleh kerena itu harusnya sikap orang tua harus adil janganlah melarang anak  
menikah karena alasan yang tidak logis, jika anak sudah merasa cocok dengan 
pasangannya dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan segeralah orang tua 
menikahkan anaknya agar bisa terhindar dari perbuatan zina. 3 
b. Karena adanya fitnah dari orang 
Di Kelurahan Bontokadatto terdapat faktor penyebab silariang (kawin lari) 
karena adanya fitnah dari orang lain, faktor penyebab ini langka ditemui akan tetapi 
menurut pelaku silariang (kawin lari) tetangganya sering bercerita kepada orang lain 
bahwa perempuan itu selalu bersama dengan laki-laki itu keluar malam dan sudah 
terjadi hubungan diluar nikah, namun menurut perempuan ini cerita yang disebarkan 
oleh orang itu tidak benar. Karena sudah merasa malu dan telah difitnah seperti itu 
akhirnya perempuan itu silariang (kawin lari) dengan laki-laki tersebut.  
Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang 
disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Maksud hati seseorang tidak bisa 
diperkirakan, mereka bisa mengumbar kejelekan bahkan menuduh yang tidak-tidak. 
Oleh karena itu jangan pernah terbuai apa kata orang dan harus mengindari fitnah 
                                                          
3Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 
Makassar “ Jurnal Pustaka 62  ( Januari-juni 2015).  h. 9. 
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dengan cara selalu berbuat baik kepada siapapun karena kebaikan hati adalah benteng 
pertama agar anda terhindar dari fitnah, membangun citra yang baik dimata 
masyarakat karena nama baik adalah benteng paling tangguh yang akan menahan 
fitnah yang hendak diajukan kepada anda, memiliki relasi dan tetangga yang percaya 
pada diri ini, dan sebisa mungkin hindari persaingan tidak sehat karena persaingan 
yang tidak sehat banyak negatifnya, salah satunya adalah melegalkan fitnah sebagai 
alat untuk menjatuhkan lawan. Dan apabila kita sudah terlanjut terkena fitnah maka 
solusinya adalah banyak berdo’a, memiliki mentalitas perjuangan, sadari bahwa kata-
kata itu tidak ada artinya, bersabar, terima semua itu apa adanya, dan buat orang 
percaya kepada anda.4 
c. Hamil diluar nikah 
Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akbibat pergaulan bebas 
antara laki-laki dan perempua, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-
kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar 
nikah tersebut, maerupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari 
masyarakat. Dari sinilah orang biasa mengambil jalan keluar dengan melakukan 
silariang (kawin lari) 5 
d. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu 
sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah mereka tidak 
mampu membayar adminitrasi pencatatan yang kadang pembayarannya dua kali lipat 
                                                          
4Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 
Makassar “ Jurnal Pustaka 63  ( Januari-juni 2015).  h.10. 
5Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 
Makassar “ Jurnal Pustaka 63 ( Januari-juni 2015).  h.10. 
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dari biaya resmi. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di 
KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena 
dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. 
Selain itu, adanya kebiasaan yang terjadi dimasyarakat bahwa seorang mempelai laki-
laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta 
perkawinan yang cukup besar. 
Menurut adat suku Makassar khususnya di Kabupaten Takalar, sebelum 
melakukan suatu perkawinan terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai 
dengan persyaratan berupa uang belanja (doe’ panai ) berikut mahar dan 
maskawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. bilamana persyaratan yang 
ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dipenuhi oleh laki-laki, karena kondisi 
ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa mengakibatkan perkawinannya 
batal. Sedang disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka menempuh 
jalan dengan cara silariang (kawin lari) agar bisa selalu bersama. 
Pemberian doe’ panai terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan 
untuk  menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu. Sebab dengan 
memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundu. Tetapi bila cinta sudah 
menyatu, apapun rintangan didepannya pasti akan dilabrak. Kalau tidak mampu 
memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan 
pintas dengan jalan silariang (kawin lari). 
Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti dengan perasaan 
anaknya. Mereka lebih mencintai uang dari pada masa depan anaknya. Doe’ panai 
yang tinggi itu  dianggap sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. 
Permintaan uang atau mas kawin yang terlalu tinggi memang tidak masalah 
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sepanjang pihak laki-laki mampu. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi, silariang 
(kawin lari). 
Permintaan uang panai yang telalu tinggi dari pihak perempuan itu disebabkan 
karena karena pelaksanaan pesta perkawinan yang terlalu rumit. Banyak embel-embel 
yang mengiringi pelaksanaan pesta perkawinan itu yang memakan biaya yang cukup 
tinggi seperti: pemakaian ganrang pakarena,  musik elekton serta acara serimonial 
lainnya. Padahal dalam agama, yang paling penting dalam hal perkawinan adalah 
akad nikah yang biayanya tidak begitu tinggi. Bilamana pihak laki-laki kurang 
mampu memenuhi permintaan yang terlalu tinggi tersebut, bisa saja mengambil jalan 
pintas, yakni silariang (kawin lari).6 
Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terjadinya silariang (kawin 
lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
takalar, dapat dilihat dari hasil pertanyaan jawaban observasi pelaku silariang (kawin 
lari)  sebanyak 13 orang pelaku dapat dilihat pada diagram berikut ini : 








                                                          
6 Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 





Faktor penyebab Silariang (kawin lari) di Kelurahan 
Bontokadatto







Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat simpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan Silariang 
(kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua 
dalam hal ini orang tua biasanya selektif dalam menentukan pasang hidup bagi 
anaknya. 
C. Dampak    yang    Ditimbulkan    Kasus    Silariang   (kawin lari)  di  Kelurahan  
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Makassar pada dasarnya 
silariang (kawin lari) tersebut tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang 
dilanggar yaitu antara lain: tidak mengindahkan asas-asas musyawarah dan mufakat, 
terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat 
karena konotasi dari silariang (kawin lari) akan berpeluang terjadinya perbuatan-
perbuatan maksiat. 
Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu 
masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya 
dalam mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Setiap pelanggaran adat dalam 
kasus silariang (kawin lari) selalu mendapatkan sanksi berupa bahan pergunjingan. 
Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa silariang (kawin lari) dilakukan 
kerabat akan menjadi bahan percekcokan dengan masyarakat sekitarnya yang 
berujung pada saling bunuh. Pertengkaran ini merupakan bentuk gejala awal yang 
melahirkan kebencian dan permusuhan dikalangan masyarakat suku Makassar. 
Suku Makassar mengakui bahwa silariang (kawin lari) dapat diartikan 
musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial 
dalam lingkungan kekerabatan. Silariang (kawin lari) bukan saja bisa menyebabkan 
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kematian pada pelaku, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota 
kerabat dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya.  
Umumnya silariang (kawin lari) dalam masyarakat suku Makassar dianggap 
sebagai penyelesaian hubungan rasa cinta yang mengalami hambatan dari pihak 
orang tua atau kerabat, karena masih ada sebagian masyarakat Makassar yang 
menetukan pilihan pasangan terhadap anak-anaknya, mengakibatkan anak-anak 
merasa kurang kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dikehendakinya, 
walaupun sudah ada juga orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih 
jodoh sendiri. 
Kaum laki-laki menganggap silariang (kawin lari) sebagai simbol keberanian 
karena dianggap menembus nilai kekerabatan yang kuat dalam masyarakat. 
Sebaliknya keluarga perempuan menganggap silariang (kawin lari) sebagai 
penghinaan, karena memutuskan tali perjodohan dalam lingkungan kerabat. 
Konsekuensi yang ditimbulkan silariang (kawin lari) sebenarnya cukup tinggi namun 
tak mengurangi motivasi dikalangan kaum muda untuk melakukannya. 
Hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dapat 
kacau dan menimbulkan ketegangan saat mendengar berita silariang (kawin lari). 
Bila terjadi peristiwa silariang (kawin lari), perempuannya dimana dan siapa 
kemungkinan laki-laki yang bertanggung jawab menimbulkan ketegangan dalam 
lingkungan kerabat karena dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan. 
Biasanya tiga hari setelah peristiwa tersebut baru datang kepala kampong atau imam, 
menginformasikan kepada keluarga perempuan dengan menyebutkan nama laki-laki 
yang dimaksud perempuan, maka saat itu juga akan terjadi keributan. 
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Jika silariang (kawin lari) dilakukan diluar kerabat, tidak terlalu menimbulkan 
ketegangan yang mendalam, tetapi jika itu terjadi antara sesama anggota keluarga 
atau kerabat, maka akan muncul ketegangan yang sangat kuat. Terkadang bisa terjadi 
pemutusan hubungan kerja, kalau dipedesaan seperti pekerjaan sawah. Dapat pula 
terjadi bahwa walaupun yang bersangkutan tidak terlibat langsung antara pekerjaan 
dengan majikan, misalnya pekerja tersebut berfamili dekat dengan si pelaku 
perempuan maka hubungan kerja dapat terputus.7 
Namun dampak yang paling sering terjadi terhadap pelaku silariang (kawin 
lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 
Takalar, adalah: 
a. Pengaruh dampak pada kondisi rumah tangga pelaku silariang (kawin lari). 
Dalam pembahasan ini penulis fokus pada orang yang melakukan silariang 
(kawin lari) yang masih dibawah umur. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah 
untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera, bahagia dimana kedua suami 
istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karena akan mengalami suatu 
proses psikologi yang berat yaitu kehamilan dan yang meminta pengorbanan. 
Menentukan batas umur dalam melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Ini 
dimaksudkan agar perkawinan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang 
sejahtera, bahagia, sehat, dan kekal. Pada dasarnya kematangan jiwa dan fisik 
seseorang sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Karena 
                                                          
7Israfil, “Balai Litbang Agama Makassar: Silariang dalam Perspektif Budaya siri’ pada suku 
Makassar “ Jurnal Pustaka 65  ( Januari-juni 2015):  h.12. 
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perkawinan diusia mudah seringkali menimbulkan masalah bahkan tidak sedikit 
berantakan ditengah jalan.8 
Dampak yang sering terjadi bagi pelaku silariang (kawin lari) yang masih 
dibawah umur di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,  
Kabupaten Takalar adalah sering terjadi pertengkaran dan kebanyakan rumah 
tangganya tidak bertahan lama. 
Untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga pelaku silariang (kawin 
lari) yang masih dibawah umur di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten takalar. Pertanyaan ini merupakan pandangan 
umum mengenai pendapat pelaku silariang (kawin lari) dapat dilihat dari hasil 
pertanyaan jawaban observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku 
dapat dilihat pada diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  
 







                                                          
8Muhammad Abduh Tausikal,  Bentuk  Nikah yang Terlarang   
https://rumaysho.com/2180/bentuk- nikah -yang- terlarang-4-kawin-lari.html?-epi-=7%2CPAGE-
ID1052C3356606285. (22 April 2017). 
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Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak yang dirasakan bagi pelaku 
kawin lari pada usia yang belum cukup umur adalah kondisi rumah tangga yang 
selalu bertengkar akibat perkawinan dini. Padahal tujuan suatu perkawinan adalah  
membina rumah tangga dan keluarga sejahtera, bahagia. 
b. Adanya kebencian antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan 
Masyarakat di Kelurahan Bontokadato mengakui bahwa silariang (kawin lari) 
dapat diartikan musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi 
hubungan sosial dalam lingkungan kekerabatan. Silariang (kawin lari) bukan saja 
bisa menyebabkan kematian pada pelaku, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan 
hubungan antara anggota keluarga ataupun kerabat dalam batas-batas waktu tertentu 
bahkan seterusnya. Akan tetapi apabila pelaku silariang sudah datang baik (ma’baji) 
kekeluarga maka semua kerabat dan keluarga kedua belah pihak menjadi akur dan 
baik kembali (bersifat sementara), ada juga pelaku kawin lari yang tidak pulang baik 
seumur hidupnya maka kedua keluarga belah pihak tidak akur seumur hidupnya 
(bersifat kekal).9 
Untuk mengetahui bagaimana hubungan keluarga dari kedua belah pihak 
pelaku silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dapat dilihat dari hasil pertanyaan 
jawaban observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat 
dilihat pada diagram berikut: 
 
                                                          
9Muhammad Abduh Tausikal,  Bentuk  Nikah yang Terlarang   
https://rumaysho.com/2180/bentuk- nikah -yang- terlarang-4-kawin-lari.html?-epi-=7%2CPAGE-








                     





Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat simpukan bahwa kondisi keluarga kedua belah pihak antara 
pihak laki-laki dan perempuan pelaku silariang (kawin lari) kebanyakan kedua pihak 
keluarganya saling membenci dengan alasan karena mempertahan rasa siri’ (rasa 
malu) akan tetapi bersifat sementara apabila sudah pulang baik (ma’baji) maka kedua 
pihak keluarga ikut baik juga, ada juga yang kedua pihak keluarganya tidak 
menimbulkan rasa benci karena waktu dia kawin lari tidak begitu lama dan kedua 
orang tua sudah pasrah atas kelakuan anaknya. Padahal dalam agama kita dikatakan 
bahwa janganlah kalian menimbulkan rasa saling benci sesama manusia terutama 
sesama muslim. 
c. Pemutusan hubungan darah terhadap anak yang melakukan silariang (kawin lari) 
Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum mengenai pemutusan hubungan 
orang tua dengan anak atau sebaliknya. Ini karena pada dasarnya hubungan hukum 
antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang terjadi secara alamiah (karena 
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hubungan darah), sehingga tidak dapat diputus seperti memutusakan hubungan 
hukum yang terjadi karena, misalnya perjanjian. Dari sudut agama, memutuskan 
hubungan anak dengan orang tua adalah suatu perbuatan dosa. QS. Muhammad/47: 
22-23. 
                      
Terjemahnya: 
“maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan?” 
  
                 
Terjemahnya:  
“Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli 
(pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.”10 
Untuk mengetahui apakah pernah terjadi pemutusan hubungan darah terhadap  
pelaku silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dapat dilihat dari hasil pertanyaan 
jawaban observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat 






                                                          




Diagram jawaban lembar observasi 
 








Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi  penulis dapat menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan darah dengan 
pelaku silariang (kawin lari) kebanyakan tidak memutuskan hubungan darah dengan 
anaknya yang melakukan silariang (kawin lari) karena suatu saat anaknya yang 
silariang (kawin lari) sewaktu-waktu akan pulang baik (ma’baji), ada juga yang 
memutuskan hubungan darah dengan anaknya karena rasa kecewa atau rasa benci 
yang mendalam. Jadi, pemahan tentang agama di Kelurahan Bontokadatto amatlah 
baik. Mereka mengetahui bahwa memutuskan hubungan kekeluargaan itu suatu 
perbuatan yang sangat dibenci Allah. swt. 
d. Dampak yang dirasakan orang tua kedua belah pihak jika anaknya silariang (kawin 
lari) 
Fenomena silariang (kawin lari) akibat hubungan tidak direstui orang tua 
memang bukan perkara yang tabu, mengingat dari banyaknya kasus tersebut sudah 
terjadi di mana-mana. Namun yang disayangkan adalah adanya pihak yang terluka 
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akibat kejadian tersebut. Kemungkinan ini sudah pasti terjadi, walaupun berusaha 
ditutup-tutupi. Salah satu pihak yang rentan tersakiti tentunya orang tua pihak 
perempuan ataupun orang tua dari pihak laki-laki. Lantas, pertanyaannya disini 
adalah: “Haruskah kamu tegah menyakiti hati orang tua hanya karena ingin 
memperjuangkan  cintamu dengan kawin lari”. Selama masih memiliki rasa berbakti 
kepada orang tua tentu tidak ingin melukai hati orang tua kita.11 Allah.swt berfirman 
dalam QS. Al-Isra’ /17: 23 
                            
                              
 
Terjemahnya 
“Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan “ah” dan janganlah engakau 
membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang 
baik.”12 
Penulis dapat memahami isi dari Al-Qur’an, jangankan menyakiti hati, 
mengecewakan orang tua berkata “AH” saja dilarang dalam Al-Qur’an. 
Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh kedua orang tua   
pelaku silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dapat dilihat dari hasil pertanyaan 
                                                          
11Nur Alam Saleh, Annyala dalam Perkawinan Adat Orang  Makassar , Walasuji 5, No 1  Juni 
2014. h. 61. 




jawaban observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat 
dilihat pada diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  
 








Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat simpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh orang tua 
pelaku silariang (kawin lari) kebanyakan merasa sedih, kecewa dan sakit hati akibat 
kelakuan anaknya, ada juga yang merasakan ni paka siri’ (merasa dipermalukan) 
akibat kelakuan anaknya. Betapa berdosanya seorang anak apabila menyakiti hati 
orang tuanya apalagi sampai meneteskan air mata orang tuanya disebabkan karena 
kelakuannya. 
e. Orang tua biasa tidak memberikan izin (rella) untuk menikahkan anaknya pelaku 
silariang (kawin lari)  
Karena saking cinta di antara kedua pasangan ketika tidak direstui orang tua 
akhirnya melakukan silariang (kawin lari) jadi pilihan. Karena tidak ada izin (rella) 
dari orang tua pihak perempuan untuk menikahakan anaknya yang silariang (kawin 
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lari) maka pelaku ini ada asal yang asal copot diangkat  menjadi wali nikah, dan 
akhirnya mereka menikah. 
Pada kasus silariang (kawin lari) dampak yang sering terjadi adalah wali 
nikah susah ditentukan atau ada wali (tidak jelas) dan tidak izin (rella) dari wali yang 
sebenarnya. Pelaku silariang (kawin lari) yang menikah dengan wali yang tidak jelas 
(asal copot) itu sama saja tidak memakai wali. Demikianlah keadaan sebagian 
pemuda, demi cinta sampai ingin mendapatkan murka dari Allah. swt. Kawin lari 
sama saja dengan zina karena status nikah tidak sah.13 
Untuk mengetahui apakah orang tua kedua belah pihak memberi izin (rella) 
untuk menikahkan pelaku silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Pertanyaan ini merupakan 
pandangan umum mengenai pendapat terhadap pelaku silariang (kawin lari) dapat 
dilihat dari hasil pertanyaan jawaban observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 
13 orang pelaku dapat dilihat pada diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  
 






                                                          
13Muhammad Abduh Tausikal,  Bentuk  Nikah yang Terlarang   
https://rumaysho.com/2180/bentuk- nikah -yang- terlarang-4-kawin-lari.html?-epi-=7%2CPAGE-




Pemberian izin (rella) dari orang tua pelaku Silariang









Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi  penulis menyimpulkan bahwa pemberian izin (rella) dari orang tua kepada 
pelaku silariang (kawin lari), antara pemberian izin (rella) dan tidak memberikan izin 
(rella) memberikan perbandingan yang sama menurut pendapat mayarakat, dan ada 
juga yang menurut pandangannya kadang diberi izin (rella) oleh wali nasabnya untuk 
menikah. Jadi, ada peristiwa dimana orang tua tidak memberikan izin (rella) menikah 
kepada anak yang silariang (kawin lari). 
f. Orang yang melakukan silariang (kawin lari) biasa ada yang tidak pulang baik. 
Hal ini juga bisa jadi dampak silariang (kawin lari). Walaupun telah menikah 
secara resmi di tempat di mana mereka melakukan silariang (kawin lari) pasangan 
kedua belah pihak pasti ingin pulang baik ke orang tuanya akan tetapi pasangan 
silariang (kawin lari) ini tidak akan diterima begitu saja oleh keluarga pihak wanita 
sebelum datang berdamai karena mereka sudah disebut tumate attalassa (orang mati 
yang berjalan). Agar bisa diterima oleh keluarga si perempuan dan menegakkan 
kembali siri’ (kehormatan) maka pelaku silariang (kawin lari) ini harus menggelar 
acara ma’baji atau berdamai denga pihak keluarga si perempuan. Pelaku silariang 
(kawin lari) harus menyediakan sunrang (mahar) dan pappasala atau denda karena 
keduanya telah berbuat salah. Selain itu, pihak laki-laki harus menyediakan doe’ 
panai (uang belanja). Apa bila pelaku silariang (kawin lari) belum bisa memenuhi 
sumua itu maka keduanya tidak bisa pulang baik. Dan tinggal selamanya ditempat 
silariangnnya.14 
                                                          
14Nur Alam Saleh, Annyala dalam Perkawinan Adat Orang  Makassar , Walasuji 5, No 1  Juni 




Untuk mengetahui apakah pelaku silariang (kawin lari) biasa tidak pulang 
baik (ma’baji) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 
Kabupaten Takalar. Pertanyaan ini merupakan pandangan umum mengenai pendapat 
terhadap pelaku silariang (kawin lari) dapat dilihat dari hasil pertanyaan jawaban 
observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat dilihat pada 
diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  
 








Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat simpulkan bahwa menurut pandangannya mengenai tentang 
pulangannya ma’baji (pulang baik) kebanyakan ada yang tidak pulang baik karena 
berbagai faktor bagi pelaku silariang (kawin lari). Akan tetapi ada juga yang pulang 
baik. 
Adapun cara Mengatasi atau Mengurangi Kasus Silariang (kawin lari) di 




Pandangan pelaku Silariang (kawin lari) mengenai proses 
ma'baji di Kelurahan Bontokadatto
Ada yang tidak
pulang baik (ma'baji)







Kasus silariang (kawin lari) sebaiknya memang dihentikan walaupun susah 
untuk dihentikan setidaknya mengurangi terjadinya silariang (kawin lari) karena 
dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku silariang (kawin lari) lebih banyak 
menimbulkan mudarat dari pada maslahat. Sebagai solusinya, maka para tokoh adat, 
tokoh agama, dan pendidik sebaiknya memberikan pencerahan kepada generasi muda 
agar tidak melakukan silariang (kawin lari). Kemudian bagi orang tua yang memiliki 
anak gadis agar tidak membebani dengan permintaan yang tinggi sebagai maharnya. 
Sesunggunya Allah. swt tidak suka terhadap sesuatu yang berlebihan, dan dalam 
pernikahan dapat dilaksanakan ssedehana saja agar terhindar dari perkawinan 
silariang (kawin lari). Bagi si perempuan pun sebaiknya menyarangkan kekasinya 
untuk menempuh jalan peminangan saja dan tidak mudah diajak lari hanya karena 
alasan cinta. 
Namun menurut pandangan masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus silariang 
(kawin lari) atau setidaknya mengurangi pelaku silariang (kawin lari) di Kelurahan 
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, adalah: 
1. Membatasi pergaulan bebas 
Pergaulan bebas dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti kurangnya 
perhatian dari orang tua, rasa kecewa yang dalam, ajakan teman, dan faktor pacaran.  
Pergaulan bebas terutama dalam pacaran dapat memicu hubungan diluar nikah, dari 
situlah biasa terjadi kasus silariang (kawin lari). Dampak pergaulan bebas, bukan 
hanya pada diri sendiri melainkan juga berdampak pada orang tua serta masyarakat 
sekitar. Mengingat lingkungan diluar keluarga menjadi salah satu penyebab pergaulan 
bebas yang paling banyak terjadi, tentu ada baiknya jika sebagai orang tua membatasi 
anak supaya tidak terlalu bebas dalam waktu luangnya. 
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Cara menghindari pergaulan bebas: 
a. Hindari lingkungan yang buruk 
b. Batasi waktu keluar rumah 
c. Isi waktu kosong 
d. Tanamkan sikap positif 
e. Larangan pacaran 
f. Jangan sampai salah dalam bergaul 
g. Peran sekolah dan pemerintah 
h. Dekat dengan anak 
i. Banyak belajar ilmu Agama 
j. Jangan coba-coba15 
2. Orang tua kedua belah pihak harus merestui hubungan anaknya 
Pernikahan adalah menyatukan dua insan manusia. Sebuah pernikahan 
mensyaratkan adanya wali. Yang menandakan restu orang tua dari masing masing 
pihak. Tetapi banyak kasus pernikahan berlangsung tanpa restu orang tua terutama 
pada pelaku silariang (kawin lari), pada kasus silariang (kawin lari) biasanya pihak 
perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tuanya atau wali nasabnya. 
Pernikahan tetap diadakan padahal pihak orang tua mempelai perempuan tidak 
memberikan restu. Rukun nikah adalah ijab-qabul, adanya mempelai laki-laki dan 
perempuan, dua orang saksi, dan wali. Apabila satu rukun saja tidak terpenuhi maka 
pernikahan dapat dinyatakan tidak sah. Terutama restu orantua perempuan. Ini karena 
orang tua pihak perempuan termasuk salah satu rukun pernikahan yang tidak boleh 
dilanggar. Oleh karena itu jika tidak menginginkan anak melakukan silariang (kawin 
                                                          
15Maya Tita Sari, ” Cara Menghindari Pergaulan Bebas “ http://cintalia .com/kehidupan/tips-
kehidupan/cara-menghindari-pergaulan-bebas  (22 April 2017). 
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lari) maka restu orang tua sangat diperlukan dan tidak mempersulit pernikahan 
anaknya.16 
3. Memberi nasehat dan mencari jalan keluar 
Orang tua sangat berperang penting dalam hal menasehati anaknya dan 
mencari jalan keluar terhadap masalah anaknya, apalagi masalah silariang (kawin 
lari). Untuk mencari jalan keluar agar anak tidak melakukan silariang (kawin lari) 
anak bisa meminta bantuan.  
Untuk mengetahui bagaimana solusi sehingga kasus silariang (kawin lari) 
tidak terjadi lagi di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 
Kabupaten Takalar. Pertanyaan ini merupakan pandangan umum mengenai pendapat 
terhadap pelaku silariang (kawin lari) dapat dilihat dari hasil pertanyaan jawaban 
observasi pelaku silariang (kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat dilihat pada 
diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  
 
 






                                                          
16Grobakz “ Menikah Tanpar Restu Orang Tua” http://rukun-islam.com/menikah-tanpa-restu-



















Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observasi penulis dapat simpulkan bahwa menurut pandangannya kebanyakan yang 
memberikan solusi supaya kasus silariang (kawin lari) tidak terjadi lagi yaitu dengan 
cara memberi nasehat dan mencari jalan keluar dan ada juga  orang yang menurutnya 
bahwa tidak memungkinkan bahwa tidak akan terjadi lagi silariang (kawin lari) 
karena munurutnya itu sudah mendaradaging dalam masyarakat adat. 
4. Perwalian Pelaku Silariang (kawi lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
Wali merupakan salah satu rukun dari akad nikah. Yang sangat perlu adanya 
perwalian adalah pihak dri calon pengantin perempuan karena wali nikah itu sendiri 
adalah dia yang menikahkan perempuan dengan laki-laki calon pengantin.  Wali itu 
memang sangatlah dibutuhkan keberadaannya karena ini menentukan sahnya 
pernikahan itu sendiri, karena wali nikah akan melakukan penyerahan atau ijab dan 
penerimaan qabul oleh pasangan laki-laki. Wali nikah ada dua yaitu: 
a. Wali nasab 
Wali nasab adalah seorang wali yang perwakilannya menjadi wali 
berdasarkan oleh hubungan kandung atau sedarah seperti orang tua kandung. 
b. Wali hakim  
Wali nikah yang ada karena orang tua perempuan sudah tidak ada didunia ini, 
atau pihak orang tua menolak untuk menikahkan anaknya, mungkin juga karena 
berbagai sebab lain (cacat, gila). 
Wali hakim adalah petugas resmi dari KUA (kantor urusan agama) yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah, Pengadilan Agama. Bukan sembarang orang seperti kiai, 
ustadz, pak dukun, pak lurah, atau tokoh masyarakat lainnya tidak bisa menjadi wali 
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hakim. Menikah dengan wali hakim jadi-jadian semacam ini hukumnya terlarang dan 
pernikahan tersebut tidak sah.17  
Sedangkan menurut hasil obsevasi yang dijadikan wali nikah pelaku silariang 
(kawin lari) adalah imam lingkungan atau dusun dan proses pemakaian wali tidak 
sesuai dengan prosedur yakni imam dusun atau pihak keluarga laki-laki tidak  
melapor ke Pengadilan Agama untuk ditunjukkan wali nikah dari petugas KUA  
mereka asal pakai saja wali yang ada pada saat itu. Bahkan ada pelaku silariang 
(kawin lari) yang wali nikahnya adalah keluarga dari laki-laki. 
Untuk mengetahui siapa yang menjadi wali nikah bagi pelaku silariang 
(kawin lari). Dapat dilihat dari hasil pertanyaan jawaban observasi pelaku silariang 
(kawin lari) sebanyak 13 orang pelaku dapat dilihat pada diagram berikut: 
Diagram jawaban lembar observasi  










                                                          
17Lia, “Hukum  kawin  Lari dengan Wali Hakim” http://m.kompasiana.com/Lia/Hukum-
kawin-lari-dengan-wali hakim 550e74a333117732ba7f31  (23 April 2017). 
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Berdasarkan diagram diatas, dari 13 orang jawaban responden dari hasil 
observas. penulis dapat simpulkan bahwa kebanyakan pelaku silariang (kawin lari) 
memakai wali oleh imam dusun dan ada juga yang memakai wali dari pihak keluarga 
laki-laki. 
D. Pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Legalitas Wali  
Nikah   dalam   Kasus  Silariang   (kawin   lari)   di   Kelurahan   Bontokadatto,  
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 
1. Pandangan Hukum Islam terhadap Legalitas Wali Nikah dalam Kasus 
Silariang (kawin lari) 
Sebelum membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap wali nikah 
kasus silariang (kawin lari) terlebih dahulu penulis mengemukakan pendapat dari 
imam Kelurahan Bontokadatto juga selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 
di Kelurahan Bontokadatto. Berikut hasil wawancaranya:18 
Perkawinan silariang (kawin lari) biasanya bermasalah bagi mempelai 
perempuan karena biasa tidak mendapatkan izin (rella) orang tua  atau wali nasabnya 
maka ada prosesnya, kita mengurus keorang tuanya mengajukan surat izin (rella) 
untuk menikahkan anaknya. Jika orang tuanya tidak mau dan ini biasa jadi masalah 
maka  perempuan ini di nikahkan dengan nikah hakim. Kemudian nanti didalam akad 
nikah itu, hakim yang bersangkutan atas nama orang tua si perempuan. Kenapa mesti 
dengan wali hakim karena orang silariang (kawin lari) sekarang itu sudah punya 
proses beda dengan dulu biasa imam lingkungan atau imam dusun langsung 
menikahkan pelaku walaupun belum jelas adanya izin (rella) dari wali nasabnya 
karena faktor kurang pemahaman atau tidak tau prosesnya atau tidak mau repot 
                                                          
18Agus Salim Daeng Situju, Masyarakat Kelurahan Bontokadatto, Wawancara oleh penulis, 
Takalar, 06 April 2017. 
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mengurus, terkadang orang silariang (kawin lari) itu biasanya hamil duluan 
kemudian orang tuanya biasa tidak setuju karena beberapa faktor yakni garis 
keturunan bukan garis keturunan perempuan itu sendiri, biasanya perempuan garis 
keturunan karaeng (raja) dan pihak laki hanya keturunan ata (orang biasa), kenapa si 
perempuannya silariang (kawin lari) karena dia sudah hamil diluar nikah dan kapan 
dia tinggal itu berbahaya bisa jadi dia dibunuh. Oleh karena itu setelah ada 
penyampaian kita mengurus ke imam lingkungan dan imam lingkungan yang 
mengurus keorang tuanya untuk menandatangani surat rella (izin) untuk menikahkan 
anaknya kalau misalkan sudah 3 hari atau 4 hari orang tua tidak mau menandatangani 
surat tersebut atau tidak mau memberikan izin atau rella maka kita bisa 
menikahkannya dengan memakai wali hakim dengan prosedur yang ada. 
Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah 
tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hal ini berarti, ada juga 
pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Atau ada wali akan 
tetapi tidak jelas keberadaannya.  
Pendapat yang berbeda ini akan akan dikemukakan dibawah ini: 
a. Jumhur Ulama 
Jumhur Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak 
sah, tanpa ada wali. 
Sebagai dasar mereka pergunakan pada QS. Al-Baqarah 2:232 
                              
                                  




“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka 
jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila 
telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang 
dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak 
mengetahuinya.”19 
Apa bila seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, maka setelah habis 
iddahnya, si wanita itu boleh kawin lagi dengan bekas suaminya (ada ketentuan 
sesudah talak tiga=talak bain) atau laki-laki lain. Para wali tidak boleh menghalangi 
atau melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai. 
Ayat diatas menunjukkan, bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang 
harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Seharusnya 
para wali merestui hubungan anaknya, bila telah ada keserasian antara kedua calon 
mempelai, terutama bagi wanita yang masih gadis (perawan).20 
Dalam keadaan tertentu, hakim dapat bertindak sebagai wali, karena wali 
harus ada dalam suatu perkawinan. 
Di samping ayat di atas, ada ayat lain yang lagi yang memperkuat kedudukan 
wali. QS. Al-Baqarah/2:221; 
                         
                               
                             
     
                                                          
19Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: Bintang Indonesia) h. 38. 




“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 
perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum 
meraka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran.”21 
Ayat ini juga ditujukan kepada para wali, agar jangan menikahkan wanita-
wanita mukmin dengan laki-laki musyrik.  
Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana 
dinyatakan hadis berikut: 
الله ىلص ِ هَاَللّ ُلوُسَر َلاَق : َلَاق ِهيَِبأ ْنَع , ىَسوُم يَِبأ ِنْب َةَدُْرب يَِبأ ْنَعَو  هيلع
 َل ( ملسو   
 ِإ َحاَكِن) ٍّ  يِلَوِب هل   , ُّيِذِمْرِ تَلاَو , ِ  يِنيِدَمَْلا ُنِْبا ُهَح هحَصَو َُةعَبَْرْلْاَو ُدَمَْحأ ُهاَوَر
 , َناهبِح ُنْباَو   
                                                                ِلاَسْر ِْلِْاب هلُِعأَو                            
    
Artinya:  
“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali 
dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu 
al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.”22 
Juga Hadis Aisyah, Nabi bersabda: 
لسو هيلع الله ىلص ِ هَاَللّ ُلوُسَر َلَاق : ْتَلَاق اَهْنَع ُ هَاَللّ َيِضَر َةَشِئاَع ْنَعَو اَمَُّيأ ( م
 ٍَّةأَرِْما ,ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف ,اَهِ يِلَو ِنْذِإ ِرَْيغِب ْتَحَكَن اَمِب ُرْهَمَْلا اَهََلف اَهِب َلَخَد ْنَِإف
                                                          
21Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: Bintang Indonesia) h. 35. 
22 Abu Ahmad As –Sidokare, Hadis Sunan Ad-Drimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1 [CD 




) ُهَل هيِلَو َل ْنَم ُّيِلَو ُناَطْلُّسلَاف اوُرََجتْشا ِنَِإف ,اَهِجْرَف ْنِم هلََحتْسِا   ُهَجَرَْخأ




“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 
batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar 
maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka 
bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak 
mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih 
menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.”23 
Sabda Rasulullah:  
 َعَوسو هيلع الله ىلص ِ هَاَللّ ُلوُسَر َلَاق : َلَاق هنع الله يضر َةَرْيَرُه يَِبأ ْن َل ( مل
) اَهَسَْفن َُةأْرَمَْلا ُج ِ  وَُزت َلَو ,ََةأْرَمَْلا َُةأْرَمَْلا ُج ِ  وَُزت   ُّيِنُْطقَراهدَلاَو , ْهَجاَم ُنِْبا ُهاَوَر
 ٌتاَِقث ُُهلاَجِرَو ,    
Artinya:   
“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, 
dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni 
dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.” 24      
Dari hadis diatas  jangan hendaknya dipahami, bahwa seorang wanita boleh 
mengawinkan dirinya bila telah mendapat izin dari walinya, karena si wanita tidak 
mempunyai wewenang untuk itu.  
                                                          
23 Abu Ahmad As –Sidokare, Hadis Sunan Ad-Drimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1 [CD 
ROOM, 2009, Hadis no, 2089. 
24 Abu Ahmad As –Sidokare, Hadis Sunan Ad-Drimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1 [CD 
ROOM, 2009, Hadis no, 2088. 
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Apa bila telah mendapat izin dari walinya, namun oleh beberapa sebab 
(tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara 
langsung menikahkannya maka hakimlah (penghulu) yang menjadi walinya.25 
Demikian juga si perempuan itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang 
untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.26 
 
a. Hanafiah 
Abu Hanafiah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita 
boleh menikah dirinya tanpa wali, asal saja calon suami istri itu sekufu (mempunyai 
kedudukan yang sederajat)  
Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh 
lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum 
dewasa (kacil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita 
itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali itu dapat 
menghalanginya.  
Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil 
(rendah) dari maha yang bisanya berlaku (dipandang tidak wajar).27 
Sekiranya  wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya ahli waris) 
dan yang ada hanya wali hakim saja umpamanya, maka wali itu tidak ada hak untuk 
menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya 
lebih kecil (rendah)  sekalipun, karena wewenang berada ditangan wanita itu 
                                                          
25M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, h. 72. 
26M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, h. 73. 
27M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, h. 74. 
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sepenuhnya. Kendatipun tidak kufu dan maharnya kecil. Tidak ada yang menanggung 
malu dari keluarganya (walinya). 
Sebagai alasan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah adalah QS. Al-
Baqarah/2:230: 
                             
                       
 
Terjemahnya:  
"Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka perempuan 
itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. 
Kemuadian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. itulah 
ketentuan-ketentuanAllah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang 
berpengetahuan.”28 
Bedasarkan uraian di atas menurut Hukum Islam penulis dapat simpulkan 
bahwa  Jumhur Ulama mewajibkan adanya wali pada saat akad nikah karena 
merupakan rukun dalam pernikahan, akan tetapi jika orang tua kedua belah pihak 
mengizinkan untuk menggunakan wali hakim terutama orang tua perempuan. Dalam 
kasus silariang (kawin lari) menurut hasil penelitian terkadang ada pelaku yang 
memang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin (rella) perwalian dari wali 
nasabnya,  akibat dari itu pelaku tetap menikah dan tidak pulang baik (ma’baji) atau 
pulang baik karena sudah dituamteang (dianggap sudah meninggal) oleh ke orang 
tuanya karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Jadi perwalian itu tidak 
                                                          
28Kementrian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: Bintang Indonesia) h. 37. 
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jelas kedudukannya maka dari itu tetap tidak sah dimata agama dan dikatakan berzina 
seumur hidup akibat tidak dapat izin menikah dari orang tua, terutama orang tua 
perempuan. 
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Legalitas Wali Nikah 
dalam Kasus Silariang (kawin lari) 
Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.29 
Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19 
KHI). Apabila tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Karena 
keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. 
Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “ yang bertindak sebagai 
wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, 
aqil dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya 
dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul 
(penerimaan) oleh mempelai laki-laki. 30 Undang-undang perkawinan tidak mengatur 
tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: 
“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak 
berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 
                                                          
29Amir Syarifuddun, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Kencana 
Predana Media Group, 2009)h. 69. 
30Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet, IV: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2000),  h. 83. 
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(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.31 
Dari penjelasan pasal tersebut penulis dapat menyimpukan bahwa secara 
emplisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang 
tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.  
Yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab yaitu 
didasarkan  karena adanya hubungan darah.  
 Kompilasi hukum islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam 
pasal 19, 20, 21, 22 dan 23. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini: 
Pasal 19:  
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. 
Pasal 20: 
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 
syarat Hukum Islami yakni muslim, aqil, dan baligh. 
(2) Wali nikah terdiri dari : a. wali nasab; b. wali hakim. 
Pasal 21: 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, 
dari pihak ayah dan seterusnya. 
                                                          
31Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 85. 
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Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki 
seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 
saaudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.  
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling barhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita, 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 
paling barhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang 
hanya seayah. 
(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatnnya sama yakni sama-
sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka sama-
sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan 
memenuhi syarat wali.32 
Pasal 22:  
Apabila wali hikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu 
atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain 
menurut derajat berikut. 
Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
                                                          
32Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 86. 
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1) Ayah kandung, 
2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 
3) Saudara laki-laki sekandung. 
4) Saudara laki-laki seayah, 
5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 
10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 
11) Anak laki-laki paman sekandung, 
12) Anak laki-laki paman seayah, 
13) Saudara laki-laki kakek sekandung,  
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. 
Pasal 23 
(1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 
ada atau tidak mungkin menghadikannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 
(2) Dalam hal ini wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali 
tersebut.33 
                                                          
33Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , h. 80. 
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     Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa suatu 
penikahan dianggap sah apabila wali nikahnya jelas keberadaannya, kalau memang 
pihak perempuan tidak direstui oleh orang tuanya maka dapat menggunakan wali 
hakim menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) apabila tidak ditemukan 
dalam urutan perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 22. 
  Adapun penulis bahas mengenai wali pelaku silariang (kawin lari), pelaku 
silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng 
Selatan, Kabupaten Takalar menurut hasil rata-rata menggunakan wali dari imam 
dusun atau imam lingkungan bahkan ada yang menggunakan wali dari pihak keluarga 
laki-laki yang  sudah jelas tidak sah pernikahan apabila wali nikah diambil dari pihak 
keluarga laki-laki. Yang menggunakan wali imam lingkungan atau imam dusun yang 
selaku penghulu  juga menurut penulis belum jelas keabsahannya, karena imam 
dusun ini langsung saja menikahkan pelaku silariang (kawin lari) tanpa melaporkan 
ke Pengadilan Agama untuk meminta keputusan siapa yang ditunjuk untuk menjadi 
wali bagi pelaku silariang (kawin lari) entah itu imam dusun langsung yang ditunjuk 
ataupun mengambil dari petugas KUA. Penunjukan wali hakim itu petugas resmi dari 
KUA yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Dalam kasus yang diteliti oleh 
penulis juga tidak ada yang menggunakan wali hakim.  
Penunjukan wali hakim mempunyai prosedur tertentu menurut hasil 
wawancara:34     
Sudah selama 11 Tahun menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan belum pernah ada putusan Pengadilan Agama untuk 
menikahkan pelaku silariang (kawin lari) karena mungkin keluarga pihak perempuan 
                                                          
34Wardiansyah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 
Wawancara oleh penulis, Takalar  10 April 2017. 
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susah untuk diutus ke Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan mengapa 
tidak mau memberikan perwalian jadi jarang kasus seperti itu, pernah jadi wali hakim 
akan tetapi memang wali nikahnya sudah tidak ada atau tidak ditemukan, atau 
keberadaannya jauh tidak dapat di jangakau dan sebagainya tetapi hal seperti itu tidak 
membutuhkan putusan dari Pengadilan, pihak KUA yang langung menjadi wali 
hakim dalam pernikahannya. Seharusnya Pengadilan itu memutuskan wali hakim 
apabila wali nasab ada akan tetapi enggan untuk menjadi wali termasuk kasus 
silariang ini. Jadi, pelaku silariang itu ada pihak lain (seperti imam dusun yang 
ditempati silariang atau pihak keluarga laki) yang mengajukan ke Pengadilan bahwa 
yang bersangkutan ini ada walinya tapi tidak mau memberikan perwalian  biasanya 
wali nasabnya itu dipanggil ke Pengadilan Agama, dipanggil untuk disidang apa 
alasannya sehingga tidak mau memberikan perwalian, kenapa tidak mau memberikan 
perwalian kepada anak perempuannya. Dulu Sebelum terbit Peraturan Pemerintah 
No. 48 tahun 2014 tentang basarnya biaya nikah masih ada imam lingkungan yang 
menikahkan calon pengantin diluar balai nikah tanpa pemeriksaan terlebih dahulu di 
KUA nanti setelah menikah baru dilaporkan seakarang sudah tidak ada peristiwa 
nikah diluar tanpa adanya pelaporan dulu. Jadi tidak bisa imam lingkungan 
menikahkan tanpa melakukan pelaporan di Pengadilan Agama atau KUA kalau 






Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya silariang (kawin kawin) di Kelurahan 
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 
adalah tidak adanya restu dari orang tua, Karena adanya fitnah dari orang, 
hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor usia. 
2. Dampak yang ditimbulkan kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan 
Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 
adalah sering pertengkaran dalam rumah tangga, adanya kebencian antara 
keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, pemutusan hubungan darah 
terhadap anak yang melakukan silariang (kawin lari), orang tua merasa 
sedih, kecewa dan sakit hati, tidak mendapatkan izin (rella) untuk menikah 
dari orang tua, orang silariang (kawin lari) biasa tidak pulang ma’baji 
(pulang baik) kekeluarga, 
3. Pandangan hukum Islam tentang legalitas wali nikah silariang (kawin lari) 
di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 
Kabupaten Takalar adalah apa bila pelaku silariang (kawin lari) mendapat 
izin dari orang tua untuk menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu 
tetap sah. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk 
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menikah maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina seumur 
hidupnya. Sedangakan menurut  Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas 
wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, 
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah hampir 
sama dengan hukum Islam bahwa yakni tergantung dari izin perwalian dari 
orang tua akan tetapi proses penunjukan wali hakim harus mengikuti 
peraturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan prosedur penunjukan 
wali hakim melalui Pengadilan. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi dari penelitian  ini pentingnya izin (rella) dari wali nasab 
perempuan untuk pemakaian wali nikah  bagi pelaku silariang (kawin lari) agar wali 
yang dipakai jelas tidak asal copot wali. Penelitian ini juga merekomendasikan 
kepada  pemerintah baik itu imam dusun, imam lingkungan atau penghulu lainnya 
bahwa dalam menikahkan pelaku silariang (kawin lari) harus sesuai dengan aturan 
yang berlaku karena peraturan perkawinan tidak terlepas dari hukum Islam dan  
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